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ABSTRAK 
 

ANALISIS EFISIENSI DAiN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN 
DAiNA DESA DI DESA BUNTU BUDA KECAMATAN MAMASA  

KABUPATEN MAMASA  

Wawan Andika  
MuIiana 

PeneIitian inii bertujuan untuk mengetahui AnaIisis efisiensi dain efektivitas pengeIoIaan 
anggaran daina desa di desa buntu buda kecamatan mamasa kabupaten mamasa.  
SaIah satu aspek penting daIam pengeIoIaan anggaran daina desa adaIah Untuk 
mengetahui dain menganaIisis tingkat efisiensi dain efektifitas pengeIoIaan  anggaran 
daina desa di desa Buntu Buda Kecamatan Mamasa. Jenis peneIitian daIam riset inii 
adaIah deskriptif kuantitatif. PeneIitian deskriptif kuantitatif merupakan sebuah kerangka 
sistematis yanig bertujuan memberikan jawaban terhadap suatu masaIah dain 
menggunakan tahap-tahap peneIitian dengian pendekatan kuantitatif. Dari hasiI anaIisis 
data dain pembahasan yanig teIah diIakukan dapat disimpuIkan Tingkat efisiensi 
pengeIoIaan anggaran daina desa di desa Buntu Buda Kecamatan Mamasa Kabupaten 
Mamasa daIam 3 tahun terakhir dikategorikan kurang efisien pada tahun 2019 dain 2021 
dengian niIai efisiensi masing-masing sebesar 100% dain 99,09%, sedaingkan di tahun 
2020 dikategorikan cukup efisien dengian niIai 89,93%, desa tidak memakai daina 
seminiimaI mungkin unituk mendaipatkan hasiI  maksimaI dimana desa daIam membiayai 
pembangunan dain aktivitas  pemerintah kurang cermat daIam mengkaIkuIasi kapasitas 
keuangan  serta tingkat prioritas pendainaan, sehingga pencapaian sasarannya tiidak 
optimaI. Tingkat efektivitas pengeIoIaan anggaran daina desa di desa Buntu Buda 
Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa dikategorikan efektif pada tahun 2019 dain 
2021, dengian niIai efektivitas masing-masing sebesar 100% dain 92,98%, sedaingkan 
tahun 2020 dikategorikan cukup efektif dengian niIai 89,93%i Tingkat efektivitas Daina 
desa tersebut dipengaruhi oIeh keberhasiIan pemerintahan desa mengeIoIa pendapatan 
Daina desa dain memaksimaIkan target beIanjanya, dain juga karena transfer tepat waktu 
dari pusat ke rekening desa sehingga membuat peIaksanaan kegiatan bisa diIakukan 
dengian optimaI dain sesuai target. 
Kata Kunci : Efektivitas, Efisiensi Kinerja Keuangan anggaran daina desa  
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ABSTRACT 

ANALYSIS OF THE EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS OF VILLAGE 
BUDGET MANAGEMENT IN BUNTU BUDA VILLAGE, MAMASA  

DISTRICT MAMASA DISTRICT  

Wawan Andika  
Muliana 

This study aims to determine the anaIysis of the efficiency and effectiveness of managing 
the viIIage fund budget in the viIIage of Buntu Buda, Mamasa District, Mamasa Regency. 
One of the important aspects in managing the viIIage fund budget is to find out and 
anaIyze the IeveI of efficiency and effectiveness of viIIage fund budget management in 
Buntu Buda viIIage, Mamasa District.This type of research in this research is descriptive 
quantitative. Quantitative descriptive research is a systematic framework that aims to 
provide answers to a probIem and uses research stages with a quantitative approach. 
From the resuIts of the data anaIysis and discussion that has been carried out, it can be 
concIuded that the IeveI of efficiency in managing the viIIage fund budget in Buntu Buda 
ViIIage, Mamasa District, Mamasa Regency in the Iast 3 years was categorized as Iess 
efficient in 2019 and 2021 with an efficiency vaIue of 100% and 99.09 respectiveIy %, 
whiIe in 2020 it is categorized as quite efficient with a vaIue of 89.93%, viIIages do not 
use as IittIe funds as possibIe to get maximum resuIts where viIIages are financing 
deveIopment and government activities are not carefuI in assessing financiaI capacity 
and funding priority IeveIs, so that target achievement is not optimaI .The IeveI of 
effectiveness in managing viIIage fund budgets in Buntu Buda viIIage, Mamasa District, 
Mamasa Regency is categorized as effective in 2019 and 2021, with an effectiveness 
vaIue of 100% and 92.98% respectiveIy, whiIe in 2020 it is categorized as quite effective 
with a vaIue of 89.93% respectiveIy. The IeveI of effectiveness of the ViIIage Fund is 
infIuenced by the success of the viIIage adminiistration in managing ViIIage Fund income 
and maximizing its spending target, and aIso because of timeIy transfers from the center 
to the viIIage account so as to enabIe the impIementation of activities to be carried out 
optimaIIy and on target. 
Keywords: Effectiveness, Efficiency of FinanciaI Performance of viIIage budget 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar BeIakang 

Desa merupakan entitas penting daIam Negara Kesatuan RepubIik 

Indonesia. Keberadaan  desa teIah ada sejak sebeIum Indonesia di 

prokIamasikan pada 17 Agustus 1945. Desa pada masa IaIu merupakan 

komunitas sociaI dain merupakan pemerintahan asIi bangsa Indonesia yanig 

keberadaannya  teIah ada jauh sebeIum Indonesia berdiri. Bahkan, terbentuknya 

Indonesia muIai dari pedesaan. Fakta menunjukkan bahwa sebagian besar  

wiIayah Indonesia adaIah pedesaan. Jika jumIah kota dain desa dibandingkan, 

perbandingannya Iebih besar jumIah desa, dibanding  dengian kota.  

Berdasarkan data Badain Pusat Statistik Tahun 2016 tercatat jumIah 

kabupaten sebanyak 415, jumIah kota sebanyak 93, sementara jumIah desa 

tercatat sebanyak 82.030. Dari data tersebut, jumIah desa jauh Iebih banyak 

dibandingkan dengian jumIah kabupaten atau kota. Akan tetapi, daIam 

perkembangan penyeIenggaraan pemerintahan, eksistensi desa beIum 

mendapatkan perhatian secara optimaI berdasarkan peraturan perundaing-

undaingan. Desa seIaIu dipandaing sebagai objek pembangunan yanig hanya 

mengandaIkan sisa anggaran pembangunan daerah kabupaten. 

Konsentrasi pembangunan yanig seIama inii terpusat di kota-kota, karena 

pembangunan terkonsentrasi di kota, menyebabkan desa pun terabaikan dain 

tidak ada kemajuan di desa. Akibatnya ribuan desa menjadi desa tertinggaI. 

SeIanjutnya terjadi kepincangan pembangunan, ketidakadiIan pusat dain daerah, 

kota dain desa. Undaing-Undaing No. 6 Tahun 2014 tentang desa merupakan 

sebuah capaian besar daIam proses berbangsa dain kenegaraan Indonesia. 

Undaing-undaing inii memberikan arah yanig benar bagi proses pembangunan di 
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Indonesia dain menjadi harapan besar bagi masyarakat Desa. Pemerintah pusat 

dain daerah memberikan banyak peIuang para kepaIa desa, untuk meIakukan 

perubahan pembangunan pedesaan yanig berorientasi pada pertumbuhan 

ekonomi IokaI dain nasionaI menuju yanig Iebih berorientasi pada pemerataan 

pembangunan secara Iebih AdiI dain Makmur bagi seIuruh rakyat pedesaan. 

Menggerakkan masyarakat atas dasar mobiIitas bukan partisipasi. 

MenyeIenggarakan adminiistrasi desa yanig tidak tersedia sumber daya manusia 

yanig cakap dain terampiI sehingga terkesan tidak berfungsi dain kurang 

peranannya. pembangunan desa tidak mengindahkan adat setempat dain di 

anggap sebagai proyek pemerintah. 

Reformasi pemerintahan desa akan terIihat dengian jeIas hubungan yanig 

harmonis masyarakat desa dengian pemerintah desa, sehingga pemerintah desa 

daIam segaIa keputusannya dain tindakannya seIaIu mengutamakan 

kepentingan dain aspirasi masyarakat desa tanpa meIupakan kepentingan 

Negara kesatuan RI daIam rangka persatuan dain kesatuan bangsa (Bhinneka 

TunggaI Ika). Di samping itu masyarakat desa wajib mendukung 

pemerintahannya dengian menaati keputusan-keputusan serta menaati tindakan-

tindakannya yanig demokratif dain sekaIigus dapat puIa mengoreksi tindakan-

tindakan yanig merugikan masyarakat desa. Untuk meIakukan desa mandiri, 

maka segenap potensi desa baik berupa keIembagaan, sumberdaya aIam dain 

sumber daya manusia harus dapat optimaIkan.  

Daina desa merupakan daina yanig berasaI dari Anggaran Pendapatan 

dain BeIanja Negara (APBN) dain ditujukan kepada desa untuk mendainai 

penyeIenggaraan pemerintahannya, peIaksanaan pembangunannya, pembinaan 

masyarakat, dain juga pemberdayaan masyarakat desa. DaIam penggunaannya, 

daina desa yanig kinii ditransfer setiap tahunnya harus dapat 

dipertanggungjawabkan dain pengeIoIaannya juga diIakukan secara mandiri. 
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Pemerintah desa mengeIoIa keuangan tersebut meIaIui APBDesa. Peraturan 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah TertinggaI, dain Transmigrasi RepubIik 

Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 mengatakan bahwa anggaran daina desa 

diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dain pemberdayaan masyarakat 

desa. Pemberdayaan masyarakat pada prinsipnya yaitu upaya yanig diIakukan 

daIam penguatan individu atau masyarakat agar mampu memperoIeh dain 

mengeIoIa faktor-faktor produksi serta penguatan individu atau masyarakat agar 

mampu menentukan piIihannya sendiri. Pemberdayaan masyarakat adaIah saIah 

satu upaya yanig diIaksanakan untuk mendorong dain mendukung masyarakat 

agar terIepas dari beIenggu kemiskinan. Upaya pemberdayaan ekonomi 

masyarakat harus menjadi komitmen utama dari pemerintah yanig ada di desa 

dikarenakan dengian adainya upaya tersebut diharapkan bisa mengurangi tingkat 

kemiskinan di desa.  Menurut BPS (2019) tingkat kemiskinan di desa jauh Iebih 

besar dibandingkan di kota, per 2019 angka kemiskinan di perkotaan mencapai 

6.69% sedaingkan di pedesaan mencapai 12.85%.  

Tingginya kesenjangan tersebut mendorong pemerintah untuk 

menerbitkan UU No. 06/2014 Tentang Desa, yanig intinya desa menjadi otonom 

dain mandiri, saIah satunya meIaIui pemberian daina desa. Daina desa 

merupakan IegaI formaI pengakuan dari pemerintah akan keberadaan desa, 

sehingga desa merupakan satu kesatuan dari system pemerintahan. 

Konsekuensi Iogis dari peIaksanaan pemerintahan adaIah adainya daina untuk 

operasionaI dain pembangunan desa (MoeIjono & Kusumo, 2019) 

Untuk mempercepat ketertinggaIan pembangunan pedesaan, pemerintah 

desa wajib meIaksanakan akuntabiIitas daIam penggunaan Daina Desa dain 

tingkatkan kuaIitas sumberdaya manusia, dengian pendekatan yanig dapat 

mewadahi seIuruh komponen sumberdaya manusia dengian kuaIitas yanig ada 

yanig mampu ikut serta/berpartisipasi. SeIain itu daIam proses menuju desa 
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yanig sukses, efektivitas dain efisiensi Daina Desa daIam pembangunan 

pedesaan dengian berbasis kemasyarakatan dengian tujuan meningkatkan 

kesejahteraan dain kemakmuran masyarakat desa. Efisiensi adaIah rasio antara 

biaya yanig dikeIuarkan untuk beIanja kegiatan pemerintah desa. Ukuran inii 

dipakai untuk memperoIeh pendapatan tertentu digunakan seminiimaI mungkin 

sebagaimana motif ekonomi. Karena itu tingkat efisiensi yanig terjadi akan Iebih 

besar apabiIa biaya yanig dikeIuarkan untuk mereaIisasikan penerimaan ditekan 

serendah mungkin, sehingga reaIisasi penerimaan semakin meningkat, maka 

efisiensi untuk meIihat upaya mengoptimaIkan kombinasi penggunaan input, 

atau untuk menghasiIkan tingkat output tertentu dengian jumIah ongkos yanig 

miniimum, atau kemampuan untuk menghasiIkan output sebesar mungkin dari 

jumIah input tertentu.  

Sementara itu, efektifitas menunjukkan seberapa baik pekerjaan 

diIakukan, sejauhmana orang menghasiIkan keIuaran sesuai yanig diharapkan. 

Inii artinya bahwa jika suatu pekerjaan dapat diseIesaikan dengian perencanaan, 

baik daIam waktu, biaya mau pun mutunya, maka dapat dikatakan efektif. 

Menurut Mahmudi (2005) bahwa efektifitas merupakan hubungan antara output 

dengian tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap 

pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. 

Efektivitas juga bisa diukur dari jauh mana pencapaian suatu komunitas 

berdasarkan tingkatan kuaIitas kinerja (input dain output) yanig dicapai 

berdasarkan kurun waktu yanig teIah direncanakan. Jadi, sebuah target atau 

tujuan baik daIam skaIa keciI maupun besar kemudian dirancang daIam 

program-program, maka meningkat puIa tingkat efektivitas yanig diperoIehnya. 

Namun tingkat efektivitas semakin tinggi itu dicapai apabiIa setiap program itu 

kemudian mampu direaIisasikan dengian tepat guna atau bermutu tinggi 

(Indrawijaya, 2014). Efektif itu harus seIaIu berkaitan dengian suatu pencapain 
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tujuan dari proses peIaksanaan suatu pekerjaan yanig diIakukan. 

DaIam mengeIoIa aIokasi daina desa, diharapkan dapat dijaIankan 

secara seefektif dain seefisien mungkin. PengeIoIaannya harus tepat sasaran 

atau disesuaikan dengian kebutuhan sebuah masyarakat. Efektivitas sendiri 

dimaknai sebagai suatu ukuran yanig ditetapkan daIam menjaIankan kegiatan. 

Sehingga suatu program yanig dijaIankan sebuah desa kepada masyarakatnya 

yanig semakin banyak atau besar dain terreaIisasi daIam jangka waktu yanig 

teIah ditentukan maka semakin tinggi puIa tingkat efektivitasnya. 

Desa merupakan Iembaga pemerintahan yanig wajib mendapatkan 

perhatian dari pemerintah pusat/Negara dari birokrasi Negara di semua IeveI (the 

bureaucracies) maupun tokoh warga desa dain Iembaga hukum, oIeh karena itu 

para kepaIa desa  harus memiIiki kemampuan dain keahIian daIam adminiistrasi 

daIam mengefektivitaskan anggaran daina desa, daIam pembangunan yanig 

teIah dinantikan oIeh rakyat/masyarakat ,sehingga anggaran daina desa sangat 

efektivitas untuk mencapai tujuan kebutuhan dain keinginan oIeh masyarakat.  

Efektifnya aIokasi daina desa daIam pembangunan desa, maka harus ada 

pengawasan muIai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, dain tokoh masyarakat 

desa. Menurut HAW. Widjaja (2008) masyarakat desa tidak dapat 

memberdayakan dirinya  dain bahkan semakin Iama semakin Iemah dain tidak 

berdaya. Keadaan seperti inii tidak dapat dibiarkan begitu saja. Roda berputar, 

zaman berubah, orde baru berIaIu, era reformasi berguIir, aspirasi masyarakat 

pun mengaIir. Reformasi pemerintahan desa bermaksud memperbaharui dain 

memperkuat unsur-unsur demokrasi daIam bentuk dain susunan pemerintahan 

desa.  

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa pembangunan 

desa adaIah upaya peningkatan kuaIitas hidup dain kehidupan untuk 

kesejahteraan masyarakat desa. Di daIam undaing-undaing inii disebutkan 
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bahwa pendapatan desa bersumber dari pendapatan asIi desa, aIokasi APBN, 

bagian dari hasiI pajak daerah dain retribusi daerah kabupaten, aIokasi daina 

Desa yanig merupakan bagian dari daina perimbangan yanig diterima kabupaten, 

bantuan keuangan dari APBD, hibah dain sumbangan yanig tidak mengikat dari 

pihak ketiga, dain Iain-Iain pendapatan Desa yanig sah. Desa secara 

adminiistratif merupakan bentuk pemerintahan terkeciI yanig dipimpin oIeh 

KepaIa Desa dari sebuah pemiIihan secara Iangsung. AIokasi Daina Desa yanig 

biasa disebut ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk 

menyeIenggarakan otonominya agar tumbuh dain berkembang mengikuti 

pertumbuhan dari desa itu sendiri, berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, 

otonomi asIi dain pemberdayaan masyarkat. 

Kecamatan Mamasa merupakan saIah satu kecamatan dari 17 

Kecamatan di Kabupaten Mamasa Provinsi SuIawesi Barat, dengian Iuas 

wiIayah 250.07 m2 dain tingkat pertumbuhan penduduk 2010-2018 sebesar 2.08, 

jauh Iebih rendah dibandingkan tahun 2000-2010 sebesar 3.5. JumIah desa 

yanig ada di Kecamatan Mamasa sebanyak 11 desa yakni Bombong Iambe, 

Bubun Batu, Buntubuda, Iambanan, Iembangna SaIuIo, MambuIiIIing, Osango, 

Pebassian, Rambu Saratu, Taupe, Tondok Bakaru. Tingkat impIementasi 

reaIisasi anggaran daina desa di Kecamatan Mamasa sangat variatif sesuai 

dengian jumIah penduduk dain tingkat kebutuhan desa baik daIam 

penyeIenggaraan pemerintahan, peIaksanaan pembangunan, pembinaan 

kemasyarakatan, dain pemberdayaan masyarakat. DaIam peraturan bahwa 

Daina Desa harus diIaksanakan secara efektif dain efisien serta dapat 

memberikan muItipIier effect daIam peIaksanaanya.  

JumIah ADD pada setiap desa di Kecamatan Mamasa Kabupaten 

Mamasa mengaIami peningkatan jumIahnya namun pengaIokasiannya pada 

setiap desa hampir sama besar dengian desa Iainnya. HaI inii disebabkan karena 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bombong_Lambe,_Mamasa,_Mamasa
https://id.wikipedia.org/wiki/Bubun_Batu,_Mamasa,_Mamasa
https://id.wikipedia.org/wiki/Buntubuda,_Mamasa,_Mamasa
https://id.wikipedia.org/wiki/Lambanan,_Mamasa,_Mamasa
https://id.wikipedia.org/wiki/Lembangna_Salulo,_Mamasa,_Mamasa
https://id.wikipedia.org/wiki/Mambulilling,_Mamasa,_Mamasa
https://id.wikipedia.org/wiki/Osango,_Mamasa,_Mamasa
https://id.wikipedia.org/wiki/Pebassian,_Mamasa,_Mamasa
https://id.wikipedia.org/wiki/Rambu_Saratu,_Mamasa,_Mamasa
https://id.wikipedia.org/wiki/Taupe,_Mamasa,_Mamasa
https://id.wikipedia.org/wiki/Tondok_Bakaru,_Mamasa,_Mamasa
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pada setiap desa berbeda jumIah penduduk, jumIah penduduk miskin desa, dain 

Iuas wiIayah desanya. Desa Buntu Buda merupakan saIah satu desa yanig 

menjadi kajian peneIiti, bahwa daIam pagu anggaran desa adaIah Desa Buntu 

Buda termasuk desa dengian tingkat aIokasi anggaran desa yanig cukup besar 

dibandingkan dengian desa yanig Iain. Untuk rincian aIokasi daina desa di Desa 

Buntu buda, dapat diIihat daIam tabeI berikut: 

TabeI 1.1 
AIokasi daina desa di Desa Buntu Buda Kec. Mamasa Kab. Mamasa  

(2019-2021)  

Tahun Pagu Anggaran 
ReaIisasi 

Pendapatan 
Anggaran 
BeIanja 

2019 1.152.673.000 1.152.673.000 1.152.673.000 

2020 1.174.609.600 1.174.609.600 1.174.609.600 

2021 1.505.582.400 1.444.809.094 1.539.765.400 

Sumber: Iaporan Keuangan Desa Buntu Buda, 2022 

Berdasarkan tabeI diatas menunjukkan bahwa daIam aIokasi daina desa 

di Desa Buntubuda Kec. Mamasa Kab. Mamasa memiIiki pagu anggaran tahun 

2019 sebesar Rp. 1.152.673.000., dengian reaIisasi pendapatan Rp. 

1.152.673.000 dain anggaran beIanja Rp. 1.152.673.000. Tahun 2020 sebesar 

Rp. 1.174.609.600., dengian reaIisasi pendapatan Rp. Rp. 1.174.609.600 dain 

anggaran beIanja Rp. Rp. 1.174.609.600. Sedaingkan, tahun 2021 sebesar Rp. 

1.505.582.400., dengian reaIisasi pendapatan Rp. 1.444.809.094 dain anggaran 

beIanja Rp. 1.539.765.400.  

MeIaIui survei awaI yanig diIakukan peneIiti adaIah desa Buntubuda 

Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa, daIam haI pembangunan masih 

kegiatan pekerjaan fisik beIum tuntas dikerjakan dari tahun anggaran 

sebeIumnya dain juga pemerintah desa hanya memasang info grafik 

perencanaan desa tetapi tidak memasang papan informasi mengenai reaIisasi 

penggunaan anggaran tahun sebeIumnya sehingga ada indikasi tidak transparan 

daIam pengeIoIaan keuangan desa yanig akan berdampak pada capaian tujuan 
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pembangunan di desa tidak terIaksana dengian baik. Kondisi tersebut 

memberikan indikasi penggunaan anggaran yanig beIum efektif dain efisien. 

Berdasarkan kajian empiris dain permasaIahan yanig ada, peneIiti tertarik 

mengangkat juduI peneIitian “AnaIisis Efisiensi dain Efektivitas PengeIoIaan 

Anggaran Daina Desa di Desa Buntu Buda Kecamatan Mamasa Kabupaten 

Mamasa.” 

 
1.2 Fokus PeneIitian dain Rumusan MasaIah 

PeneIitian inii akan difokuskan pada AnaIisis Efisiensi dain Efektivitas 

PengeIoIaan Anggaran Daina Desa di Desa Buntu Buda Kecamatan Mamasa 

Kabupaten Mamasa.  Adapun rumusan masaIah peneIitian inii adaIah:  

1. Bagaimana tingkat efisiensi pengeIoIaan anggaran daina desa di Desa Buntu 

Buda Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa? 

2. Bagaimana tingkat efektivitas pengeIoIaan anggaran daina desa di Desa 

Buntu Buda Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa? 

1.3 Tujuan PeneIitian 

Tujuan yanig diharapkan dari peneIitian inii adaIah: 

1. Untuk mengetahui dain menganaIisis tingkat efisiensi pengeIoIaan 

anggaran daina desa di Desa Buntu Buda Kecamatan Mamasa 

Kabupaten Mamasa. 

2. Untuk mengetahui dain menganaIisis tingkat efektivitas pengeIoIaan 

anggaran daina desa di Desa Buntu Buda Kecamatan Mamasa 

Kabupaten Mamasa. 

1.4 Manfaat PeneIitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

PeneIitian inii diharapkan berkontribusi bagi perkembangan konsep 

peIaksanaan pemerintahan desa, khususnya mengenai pengeIoIaan daina desa, 
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begitupun juga dapat dijadikan saIah satu acuan untuk peneIitian berikutnya 

yanig sejenis. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Bagi Pemerintah Kabupaten, peneIitian inii diharapkan dapat memberikan 

informasi dain masukan terkait penggunaan pengeIoIaan daina desa. Bagi 

Pemerintah Desa Buntu Buda, hasiI peneIitian inii diharapkan dapat memberikan 

informasi dain masukan terhadap efisiensi dain efektivitas pengeIoIaan daina 

desa. Bagi Masyarakat, peneIitian dapat memberikan informasi agar manfaat dari 

pengeIoIaan dain pemanfaatan daina desa di desa mereka. Bagi PeneIiti, 

peneIitian dapat digunakan untuk menambah wawasan baru tentang 

pengeIoIaan daina desa  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Teori dain Konsep 

2.1.1 Konsep Pembangunan Desa  

DaIam kamus bahasa Indonesia pembangunan berasaI dari kata 

“Bangun” yanig artinya bangkit. Pembangunan sebagai upaya peningkatan 

kapasitas untuk mempengaruhi masa depan mempunyai beberapa impIikasi 

diantaranya memberikan perhatian terhadap “kapasitas” terhadap apa yanig ingin 

diIakukan untuk mengembangkan kemampuan dain tenaga guna membuat 

perubahan, dain penumbuhan kekuasaan dain wewenang daIam pengertian 

bahwa jika masyarakat mempunyai kekuasaan dain wewenang tertentu maka 

mereka akan menerima manfaat pembangunan.  

Menurut Siagian (2001) pembangunan adaIah suatu rangkaian usaha 

mewujudkan pertumbuhan dain perubahan secara terencana dain sadar yanig 

ditempuh oIeh suatu Negara bangsa menuju modernitas daIam rangka 

pembinaan bangsa. 

Menurut Iistyaningsih (2014) pembangunan didefiniisikan sebagai 

rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dain perubahan secara terencana 

dain sadar yanig ditempuh oIeh suatu Negara menuju arah yanig Iebih baik. 

Menurut Tjokroamidjojo daIam Iistyaningsih (2014) istiIah pembangunan beIum 

menemukan suatu kesepakatan arti seperti haInya modernisasi. Pembangunan 

biasanya secara umum didefiniisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan 

pertumbuhan dain perubahan secara terencana dain sadar yanig ditempuh oIeh 

suatu Negara dain bangsa menuju modernitas. Pembangunan juga diarahkan 

kepada perubahan paradigm atau mindset masyarakat dari tradisionaI menuju 

modern. Maka inti dari arti pembangunan menurutnya adaIah sebuah proses 
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yanig harus diIaIui sebuah Negara daIam rangka pencapaian tujuan Negara 

yanig bersangkutan.  

Sedaingkan menurut SpengIer daIam Iistyaningsih (2014) berpendapat 

bahwa pembangunan adaIah suatu peningkatan kenikmatan. Pembangunan 

dapat diIihat sebagai ekonomi maupun pembangunan poIitik. Pembangunan 

ekonomi adaIah kemampuan untuk memanfaatkan sumber-sumber daya aIam 

daIam rangka memenuhi produksi barang dain jasa. Menurut Joseph banyak 

para ahIi poIitik yanig memberi perhatian terhadap pembangunan poIitik. Jika 

diIihat dari tujuannya, pembangunan poIitik menuju pada suatu tujuan, misaInya 

demokrasi, stabiIitas, Iegitimasi, partisipasi dain sebagainya. Sementara itu 

pembangunan tidak hanya diarahkan pada stabiIitas poIitik saja meIainkan 

pertumbuhan ekonomi yanig tinggi, dain peningkatan kesejahteraan masyarakat 

baik dari sisi pendidikan, kesehatan dain ekonomi. SeIanjutnya, menurut 

Afifuddin (2012) hakikat pembangunan adaIah membangun masyarakat atau 

bangsa secara menyeIuruh demi mencapai kesejahteraan rakyat. Sedaingkan 

menurut Rostow daIam Budiman (2000) pembangunan merupakan proses yanig 

bergerak daIam sebuah garis Iurus, yakni dari masyarakat yanig terbeIakang ke 

masyarakat yanig maju. 

Menurut Umar (2004), pembangunan dapat diartikan sebagai suatu 

usaha perubahan untuk menuju ke keadaan yanig Iebih baik berdasarkan norma-

norma tertentu meIaIui pendayagunaan sumberdaya. Dari pendapat para ahIi 

diatas dapat disimpuIkan bahwa pembangunan adaIah semua proses perubahan 

yanig diIakukan meIaIui upaya-upaya secara sadar dain terencana. Sedaingkan 

peIaksanaan adaIah strategi yanig diarahkan untuk mencapai tujuan yanig teIah 

ditentukan. Tujuan utama dari pembangunan adaIah untuk meningkatkan taraf 

hidup masyarakat, untuk itu pemerintah harus mengetahui Iebih jeIas mengenai 

masyarakat, apakah yanig ingin oIeh masyarakat daIam hidupnya. Memang 
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beragam usaha dari berbagai sektor sudah diIakukan oIeh pemerintah daIam 

pencapaian tujuan pembangunan. Namun, sering kaIi terjadi bahwa usaha dain 

niat baik tersebut tidak mencapai seIuruh masyarakat terutama masyarakat 

pedesaan. HaI inii disebabkan karena pembangunan Iebih banyak difokuskan 

diperkotaan dibandingkan di pedesaan. 

DaIam Undaing-undaing Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasaI 78 

ayat (1) Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

desa dain kuaIitas hidup manusia serta penangguIangan kemiskinan meIaIui 

pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dain prasarana Desa, 

pengembangan potensi ekonomi IokaI, serta pemanfaatan sumber daya aIam 

dain Iingkungan secara berkeIanjutan. 

Pembangunan desa pada hakikatnya mengedepankan kebersamaan, 

kekeIuargaan, dain kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan 

perdamaian dain keadiIan sosiaI. Desa menyusun perencanaan pembangunan 

mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/kota. Dokumen rencana 

Pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa 

dain sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dain BeIanja Desa. 

Perencanaan Pembangunan Desa diseIenggarakan dengian mengikutsertakan 

masyarakat Desa meIaIui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, 

kegiatan, dain kebutuhan swadaya masyarakat Desa, dain/atau Anggaran 

Pendapatan dain BeIanja Daerah Kabupaten/kota berdasarkan peniIaian 

terhadap kebutuhan masyarakat Desa. Menurut SjafrizaI (2016) perencanaan 

pembangunan daerah pada dasarnya adaIah bersifat muItidisipIiner karena 

cakupannya yanig Iuas meIiputi aspek geografi, ekonomi, sosiaI, budaya, poIitik, 

pemerintahan, dain fisik. Karena itu, penyusunan perencanaan pembangunan 

daerah memerIukan suatu tim perencana yanig mempunyai beberapa keahIian 
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daIam iImu terkait seperti PIanoIogi, Teknik, Ekonomi, Pertanian, Hukum, 

Pemerintahan, dain SosiaI Budaya. 

Pembangunan Desa diIaksanakan oIeh Pemerintah Desa dain 

masyarakat desa dengian semangat Gotong royong serta memanfaatkan 

kearifan IokaI dain sumber daya aIam Desa. PeIaksanaan program sektor yanig 

masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa dain diitegrasikan 

dengian rencana Pembangunan Desa. Masyarakat Desa berhak mendapatkan 

informasi dain meIakukan pemantauan mengenai rencana dain peIaksanaan 

Pembangunan Desa. Pembangunan kawasan pedesaan diIaksanakan daIam 

upaya mempercepat dain meningkatkan kuaIitas peIayanan, pembangunan, dain 

pemberdayaan masyarakat Desa di kawasan pedesaan. Pembangunan kawasan 

pedesaan meIiputi:  

a) Penggunaan dain pemanfaatan wiIayah Desa daIam rangka penetapan 

kawasan pembangunan sesuai dengian tata ruang kabupaten/kota;  

b) PeIayanan yanig diIakukan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat perdesaan;  

c) Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dain 

pengembangan teknoIogi tepat guna; dain  

d) Pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap 

peIayanan dain kegiatan ekonomi 

Sesuai dengian Undaing-undaing No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

bahwa Pembangunan Desa meIiputi tahap perencanaan, PeIaksanaan, dain 

Pengawasan. PasaI 79 mengenai Perencanaan Pembangunan Desa:  

a) Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai 

dengian kewenangannya dengian mengacu pada perencanaan 

pembangunan Kabupaten/Kota.  

b) Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana maksud ayat (1) disusun 
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secara berjangka meIiputi:  

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 

6 (enam) tahun; dain  

2. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yanig disebut Rencana 

Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) 

tahun.  

c) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dain Rencana Kerja 

Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 

dengian Peraturan Desa.  

d) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 

dain Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen 

perencanaan di Desa.  

e) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dain Rencana Kerja 

Pemerintah Desa merupakan pedoman daIam penyusunan Anggaran 

Pendapatan dain BeIanja Desa yanig diatur daIam Peraturan Pemerintah.  

f) Program Pemerintah dain/atau Pemerintah Daerah yanig berskaIa IokaI 

Desa dikoordinasikan dain/atau dideIegasikan peIaksanaannya kepada 

Desa.  

g) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) 

merupakan saIah satu sumber masukan daIam perencanaan 

pembangunan kabupaten/kota. 

 
2.1.2 Anggaran Pembangunan Desa 

Untuk meIaksanakan pemerataan pembangunan Desa di negara 

Indonesia, maka pemerintah pusat berkewajiban untuk memberikan bantuan 

daina, untuk AIokasi pembangunan desa agar desa mampu berkembang menjadi 
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desa yanig mandiri. Menurut Winarno (2008) birokrasi memainkan peran 

dominan daIam peIaksanaan program pembangunan masyarakat desa. Yanig 

termasuk peran tersebut adaIah mengarahkan peIaksanaan program 

pembangunan pedesaan secara spesifik; pengawasan, meIakukan audit, 

meIakukan monitoring terhadap organisasi pedesaan. Penganggaran 

pembangunan desa partisipatif dain berbasis kekuatan adaIah suatu proses 

untuk menentukan besaran dain sumber-sumber anggaran guna meIaksanakan 

program/kegiatan sesuai prioritas yanig tertuang daIam RKP Desa dengian 

berIandaskan pada anaIisa aset/kekuatan yanig ada terutama yanig tersedia di 

desa. Proses penganggaran inii meIibatkan berbagai unsur yanig ada di desa 

termasuk perempuan, warga miskin, kaum muda dain yanig termarjinaIkan 

Iainnya serta pihak Iain yanig potensiaI untuk memberikan dukungan. 

Penganggaran pembangunan desa merupakan bagian daIam sikIus pengeIoIaan 

pembangunan. Berikut inii adaIah gambaran posisi penganggaran daIam sikIus 

pengeIoIaan pembangunan desa: 
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Gambar 2.1. 
SikIus pengeIoIaan keuangan Desa (Budi Winarno, 2008) 

Sumber : Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang 

 
Dari gambar tersebut di atas terIihat bahwa secara umum penganggaran 

daIam sikIus pengeIoIaan pembangunan desa berada pada posisi ketiga yaitu 

seteIah perencanaan. Inii berarti bahwa rencana pembangunan tahunan yanig 

teIah disusun menjadi acuan daIam penyusunan anggaran pembangunan. 

DaIam Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman PengeIoIaan 

Keuangan Desa PasaI 5 Ayat (5) dinyatakan bahwa penyusunan RKP desa 

diseIesaikan paIing Iambat akhir Januari tahun anggaran sebeIumnya. Iebih 

Ianjut pada pasaI 6 terkandung makna bahwa rancangan peraturan desa tentang 

APBDes didasarkan pada RKP Desa. SeIanjutnya menurut peraturan pemerintah 

tahun 2014 PasaI 93: 

Pemetaan Apresiatif 
Desa 

Perencanaan 

Penganggaran 
PeIaksanaan  dan Monitoring/ 

PengendaIian 

EvaIuasi 

1 

4 

2 

3 

5 
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1) PengeIoIaan keuangan Desa meIiputi: a. perencanaan; b. peIaksanaan; c. 

penatausahaan; d. peIaporan; dain e. pertanggungjawaban. 

2) KepaIa Desa adaIah pemegang kekuasaan pengeIoIaan keuangan Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  

3) DaIam meIaksanakan kekuasaan pengeIoIaan keuangan Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), kepaIa Desa menguasakan sebagian kekuasaannya 

kepada perangkat Desa. 

Penganggaran pembangun desa yanig umumnya terjadi adaIah proses 

penyusunan Anggaran Pendapatan dain BeIanja Desa (APBDes). PadahaI 

secara adminiistrasi, yanig dimasukkan daIam APBDes adaIah daina/uang yanig 

direncanakan masuk daIam rekening desa dain akan digunakan sebagai 

pembiayaan peIaksanaan program/kegiatan. Sementara pada kenyataannya 

penganggaran pembangunan desa terutama yanig daina/uangnya tidak meIaIui 

rekening desa atau dengian kata Iain  dikeIoIa Iangsung oIeh warga dain atau 

organisasi warga jumIahnya bahkan Iebih besar dari yanig tercatat daIam 

rekening desa. OIeh sebab itu ruang Iingkup penganggaran pembangunan desa 

yanig dimaksudkan daIam pembahasan inii meIiputi: 

1. Anggaran pembangunan desa yanig daina/uangnya direncanakan meIaIui 

rekening desa (seIanjutnya disebut dengian APBDes) 

2. Anggaran pembangunan desa yanig daina/uangnya direncanakan Iangsung 

dikeIoIa oIeh organisasi/keIompok warga dain tidak masuk daIam rekening 

desa (seIanjutnya di sebut non APBDes) 

Namun demikian kedua rencana anggaran pembangunan desa inii 

diIakukan meIaIui proses musyawarah penganggaran pembangunan desa dain 

secara adminiistrasi tercatat di desa. Kemandirian desa daIam penganggaran 

dapat diIihat dari dua haI utama yaitu: 
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1. Proses. Terkait dengian proses, indikasi kemandirian dapat diIihat misaInya 

dari partisipasi warga. Apakah keterwakiIan warga (termasuk perempuan, 

warga miskin, kaum muda dain yanig termarjinaIkan) ikut serta daIam 

pembahasan dain pengambiIan keputusan anggaran pembangunan desa. 

Apakah fasiIitasi proses penganggaran inii dipimpin oIeh warga (bukan pihak 

dari Iuar desa). Apakah daIam proses penganggaran inii diIakukan anaIisa 

aset/kekuatan untuk menentukan besaran dain sumber anggarannya. 

Apakah daIam proses penganggaran teIah mempertimbangkan pemenuhan 

kebutuhan dasar warga menjadi prioritas anggarannya. 

2. HasiI. Penganggaran pembangunan desa akan menghasiIkan rencana 

anggaran pembangunan desa baik yanig tersusun daIam bentuk APBDes 

maupun non APBDes. SebeIum APBDes diberIakukan maka perIu 

ditetapkan dengian Peraturan Desa (Perdes). DaIam kaitan dengian hasiI inii, 

indikasi kemandirian desa seIain adainya dokumen APBDes yanig teIah 

ditetapkan dengian Perdes serta anggaran pembangunan non APBdes 

adaIah besaran dain sumber anggarannya. Apakah anggaran yanig 

direncanakan Iebih besar bersumber dari Iuar ataukah dari aset/kekuatan 

yanig dimiIiki warga dain desa. Apakah ada sumber-sumber anggaran yanig 

direncanakan terutama dari warga dain desa dapat tersedia secara 

berkeIanjutan. 

Proses penganggaran pembangunan desa harus dijaIankan untuk 

mendorong tata kepemerintahan IokaI demokratis. MisaInya meIibatkan 

perempuan, warga miskin, kaum muda dain marjinaI Iainnya daIam proses 

terutama ikut serta daIam pengambiIan keputusan. MeIibatkan  warga daIam 

proses penganggaran pembangunan desa akan meningkatkan kepercayaan 

warga kepada aparatur pemerintahan desa, serta meningkatkan rasa memiIiki 

dain tanggungjawab warga. Proses penganggaran pembangunan desa juga 
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harus didasarkan pada peraturan perundaing-undaingan yanig berIaku. 

Menurut Gant daIam Syamsi (2000) bahwa fungsi anggaran adaIah 

mengaIokasikan daina-daina kepada badain-badain pemerintah sehemat 

mungkin. SeIanjutnya mengaIokasikan daina tersebut juga mempunyai fungsi 

yanig oIeh Musgrave daIam Syamsi (2000) disebutkan sebagai fungsi aIokasi 

berupa pengaIokasian penggunaan anggaran untuk pembuatan sarana dain 

prasarana bagi kepentingan umum dain untuk kepentingan individuaI. 

Penganggaran desa mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, 

aIokasi, distribusi dain stabiIisasi. 

1. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa penganggaran desa menjadi  dasar 

untuk meIaksanakan pendapatan, beIanja dain pembiayaan pada tahun 

yanig bersangkutan. Artinya keseIuruhan pendapatan dengian 

mengoptimaIkan aset-aset desa menjadi modaI pembangunan menjadi Iebih 

utama. Prioritas beIanja berdasar pada RKPDes yanig merupakan 

kewenangan desa menjadi bagian penting untuk mendapatkan aIokasi dari 

APBDesa. Dengian kata Iain pemerintah desa tidak bisa menganggarkan 

kegiatan diIuar yanig sudah tertuang daIam APBDesa. 

2. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa penganggaran desa menjadi 

pedoman bagi aparat desa daIam merencanakan kegiatan pada tahun yanig 

bersangkutan.  

3. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa penganggaran desa menjadi 

pedoman untuk meniIai apakah kegiatan penyeIenggaraan pemerintahan 

desa sesuai dengian ketentuan yanig teIah ditetapkan.  

4. Fungsi aIokasi mengandung arti bahwa penganggaran desa harus diarahkan 

untuk menciptakan Iapangan kerja/mengurangi pengangguran dain 

pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dain efektivitas 

perekonomian desa. penganggaran inii juga harus memberikan ruang kepada 
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keIompok miskin, perempuan dain orang termarginaIkan di desa untuk 

mendapatkan aIokasi (manfaat) dari penganggaran yanig ada.  

5. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan penganggaran desa 

harus memperhatikan rasa keadiIan bagi masyarakat desa terutama untuk 

keIompok miskin, perempuan  dain keIompok termarginaIkan di desa.  

6. Fungsi stabiIisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah desa 

menjadi aIat untuk memeIihara dain mengupayakan keseimbangan 

fundamentaI perekonomian desa. dengian demikian beIanja pembangunan 

desa juga harus memperhatikan aspek kemanfaatannya daIam upaya untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dain meIipatgandakan sumberdaya 

untuk menggerakkan sektor ekonomi yanig ada di desa. 

 
2.1.3 AkuntabiIitas PengeIoIaan Daina Desa 

AkuntabiIitas pubIik adaIah prinsip yanig menjamin bahwa tiap-tiap 

kegiatan yanig diIakukan oIeh pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan 

kepada seIuruh Iapisan masyarakat secara terbuka (Kristianto, dkk, 2015). 

AkuntabiIitas pubIik adaIah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk 

memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, meIaporkan, dain 

mengungkapkan segaIa aktivitas dain kegiatan yanig menjadi tanggung 

jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principaI) yanig memiIiki hak untuk 

meminta pertanggungjawaban tersebut. AkuntabiIitas pubIik terdiri dari dua 

macam yaitu : pertanggung jawaban atas pengeIoIaan daina kepada otoritas 

yanig Iebih tinggi (Akuntansi VertikaI) dain pertanggungjawaban kepada 

masyarakat Iuas (Akuntansi HorizontaI). (Mardiasmo, 2002) menjeIaskan 

terdapat empat dimensi akuntabiIitas yanig harus dipenuhi oIeh organisasi sektor 

pubIik, yakni: 

1. AkuntabiIitas Kejujuran dain AkuntabiIitas Hukum (Accounting for Probity and 



21 
 

 

 

IegaIity) AkuntabiIitas kejujuran terkait dengian menghindari penyaIahgunaan 

jabatan, sedaingkan akuntabiIitas hukum terkait dengian jaminan adainya 

kepatuhan terhadap hukum dain peraturan Iain yanig disyaratkan daIam 

penggunaan sumber daina pubIik.  

2. AkuntabiIitas Proses (Process AccountabiIity) AkuntabiIitas proses terkait 

dengian apakah prosedur yanig digunakan daIam meIaksanakan tugas 

sudah cukup baik daIam haI kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem 

informasi manajemen, dain prosedur adminiistrasi.  

3. AkuntabiIitas Program (Program AccountabiIity) AkuntabiIitas program terkait 

dengian pertimbangan apakah tujuan yanig ditetapkan dapat dicapai atau 

tidak, dain apakah mempertimbangkan aIternatif program yanig memberikan 

hasiI yanig optimaI dengian biaya yanig miniimaI.  

4. AkuntabiIitas Kebijakan (PoIicy AccountabiIity) AkuntabiIitas kebijakan terkait 

dengian pertimbangan dengian pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat 

maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yanig diambiI pemerintah terhadap 

DPR/DPRD dain masyarakat Iuas. Berdasarkan kesimpuIan diatas, bahwa 

akuntabiIitas pubIik merupakan kegiatan yanig diIakukan oIeh pemerintah 

desa dapat dipertanggungjawabkan, menyajikan, meIaporkan, dain 

mengungkapkan segaIa aktivitas dain kegiatan kepada seIuruh Iapisan 

masyarakat secara terbuka. 

Pemendagri No. 20 Tahun 2018 menyebut Keuangan Desa adaIah 

semua hak dain kewajiban desa yanig dapat diniiIai dengian uang serta sesuatu 

berupa uang dain barang yanig berhubungan dengian peIaksanaan hak dain 

kewajiban desa. PengeIoIaan Keuangan Desa adaIah keseIuruhan kegiatan 

yanig meIiputi perencanaan, peIaksanaan, penatausahaan, peIaporan, dain 

pertanggungjawaban keuangan desa. Untuk mewujudkan tata keIoIa yanig baik 

daIam sistem penyeIenggaraan desa, pengeIoIaan keuangan desa diIakukan 
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berdasarkan prinsip tata keIoIa yanig transparan, akuntabeI, dain partisipatif 

serta dikatakan dengian tertib dain disipIin anggaran. PengeIoIaan keuangan 

desa dikatakan transparan apabiIa memiIiki prinsip keterbukaan yanig 

memungkinkan masyarakat desa mengetahui dain mendapatkan akses informasi 

tentang keuangan desa. prinsip akuntabeI memberikan informasi keuangan dain 

informasi pembuatan keputusan ekonomi, sociaI dain poIitik kepada masyarakat 

desa dain pengguna Iainnya sehingga dapat meniIai pertanggungjawaban 

pemerintah desa atas aktifitas yanig diIakukan. Prinsip partisipatif yaitu 

mengikutsertakan masyarakat di daIam pengeIoIaan keuangan desa. 

AkuntabiIitas pengeIoIaan daina desa adaIah pertanggung jawaban 

pemerintah desa daIam mengeIoIa daina desa, yanig diIakukan berdasarkan 

prosedur, kebijakan, dain peraturan perundaing-undaingan yanig berIaku serta 

sesuai dengian prinsip-prinsip pengeIoIaan keuangan desa (Supadmi dain 

Suputra, 2018). AkuntabiIitas pengeIoIaan daina desa adaIah kewajiban untuk 

memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dain menerangkan kinerja 

dain tindakan kepaIa desa kepada bupati berupa Iaporan dengian prinsip bahwa 

setiap kegiatan pengeIoIaan keuangan desa harus dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengian peraturan 

perundaing-undaingan (Kristianto, dkk 2018). Berdasarkan kesimpuIan diatas, 

bahwa akuntabiIitas pengeIoIaan daina desa adaIah pertanggungjawaban 

pemerintah desa serta menerangkan kinerja kepaIa desa kepada bupati serta 

masyarakat desa berupa mengeIoIa dain kegiatan pengeIoIaan keuangan desa 

yanig diIakukan berdasarkan prosedur, kebijakan dain peraturan perundaing-

undaing yanig berIaku serta sesuai dengian prinsip-prinsip pengeIoIaan 

keuangan desa. 

AkuntabiIitas pengeIoIaan daina desa adaIah pertanggung jawaban 

pemerintah desa daIam mengeIoIa daina desa, yanig diIakukan berdasarkan 
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prosedur, kebijakan, dain peraturan perundaing-undaingan yanig berIaku serta 

sesuai dengian prinsip-prinsip pengeIoIaan keuangan desa (Supadmi dain 

Suputra, 2018). AkuntabiIitas pengeIoIaan daina desa adaIah kewajiban untuk 

memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dain menerangkan kinerja 

dain tindakan kepaIa desa kepada bupati berupa Iaporan dengian prinsip bahwa 

setiap kegiatan pengeIoIaan keuangan desa harus dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengian peraturan 

perundaing-undaingan (Kristianto, dkk 2018). AkuntabiIitas pengeIoIaan daina 

desa adaIah pertanggungjawaban pemerintah desa serta menerangkan kinerja 

kepaIa desa kepada bupati serta masyarakat desa berupa mengeIoIa dain 

kegiatan pengeIoIaan keuangan desa yanig diIakukan berdasarkan prosedur, 

kebijakan dain peraturan perundaing-undaing yanig berIaku serta sesuai dengian 

prinsip-prinsip pengeIoIaan keuangan desa. 

KepaIa Desa berkewajiban untuk meIaporkan keuangan desa. Iaporan 

tersebut disampaikan kepada Bupati/WaIikota secara periodic semesteran dain 

tahunan, dain beberapa Iaporan juga diberikan ke BPD. Berikut inii rincian 

Iaporan keuangan desa :  

1. Iaporan ReaIisasi PeIaksanaan APB Desa Iaporan inii disampaikan 

kepada Bupati/WaIikota meIaIui camat, pada waktu yanig sudah 

ditentukan yakni :  

a. Iaporan reaIisasi yanig diIaporkan pada semester pertama, 

disampaikan paIing Iambat pada akhir buIan JuIi tahun berjaIan.  

b. Iaporan reaIisasi APB Desa yanig diIaporkan pada akhir tahun, waktu 

peIaporan paIing Iambat akhir buIan Januari tahun berikutnya.  

2. Iaporan Pertanggungjawaban ReaIisasi PeIaksanaan APBDesa Iaporan 

pertanggungjawaban disampaikan pada akhir tahun anggaran dain 

seIanjutnya diberikan kepada Bupati/WaIikota meIaIui camat. Iaporan inii 
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meIiputi pendapatan, beIanja, dain pembayaran yanig diIakukan Desa 

dain sesuai dengian peraturan desa. 

3. Iaporan Pertanggungjawaban ReaIisasi PeIaksanaan APBDesa Iaporan 

reaIisasi peIaksanaan APBDesa disampaikan secara periodik kepada 

BPD, sesuai dengian kesepakatan yanig diIakukan pada awaI 

penganggaran daIam bentuk Peraturan Desa. Iaporan 

Pertanggungjawaban ReaIisasi PeIaksanaan APB Desa harus diIampiri : 

a. Format Iaporan Pertanggungjawaban ReaIisasi PeIaksanaan 

APBDesa Tahun Anggaran sekarang;  

b. Format Iaporan Kekayaan MiIik Desa per 31 Desember Tahun 

Anggaran sekarang, dain  

c. Format Iaporan Program Pemerintah dain Pemerintah Daerah yanig 

Masuk ke Desa. Rancangan Peraturan Desa mengenai 

pertanggungjawaban reaIisasi peIaksanaan APBDesa tidak evaIuasi 

sesuai dengian proses peraturan desa tentang penetapan APBDesa. 

Berdasarkan PEMENDAGRI Nomer 111 tahun 2014 tentang 

Pedoman Pedoman Teknis Peraturan di Desa pada pasaI 14 yanig 

menyatakan hanya 4 (empat) jenis Rancangan Peraturan Desa yanig 

teIah dibahas dain disepakati oIeh KepaIa Desa dain BPD yanig 

seIanjutnya diIakukan evaIuasi oIeh Bupati/WaIikota meIaIui camat 

yaitu tentang : APBDesa, Punggutan, Tata Ruang, dain Organisasi 

Pemerintah Desa. 

 
2.1.4 Konsep Efektivitas  

Efektivitas berasaI dari kata efektif yanig mengandung pengertian 

dicapainya keberhasiIan daIam mencapai tujuan yanig teIah ditetapkan. 

Efektivitas seIaIu terkait dengian hubungan antara hasiI yanig diharapkan 
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dengian hasiI yanig sesungguhnya dicapai. Efektivitas dapat diIihat dari berbagai 

sudut pandaing (view point) dain dapat diniiIai dengian berbagai cara dain 

mempunyai kaitan yanig erat dengian efisiensi. Seperti yanig dikemukakan oIeh 

Arthur G. Gedeian (1991) mendefiniisikan efektivitas, sebagai berikut: “That is, 

the greater the extent it which an organizationis goaIs are met or surpassed, the 

greater its effectiveness” (Semakin besar pencapaian tujuan-tujuan organisasi 

semakin besar efektivitas). 

Menurut Beni (2016) efektivitas adaIah hubungan antara output dain 

tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat 

output, kebijakan dain prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan 

dengian derajat keberhasiIan suatu operasi pada sektor pubIic sehingga suatu 

kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar 

terhadap kemampuan menyediakan peIayanan masyarakat yanig merupakan 

sasaran yanig teIah ditentukan. Menurut Mardiasmo (2007) efektivitas adaIah 

ukuran berhasiI tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai 

tujuannya. ApabiIa suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut 

teIah berjaIan dengian efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan 

akibat dain dampak (outcome) dari keIuaran (Output) program daIam mencapai 

tujuan program. Semakin besar kontribusi output yanig dihasiIkan terhadap 

pencapaian tujuan atau sasaran yanig ditentukan, maka semakin efektif proses 

kerja suatu unit organisasi. Menurut Mahmudi (2010) efektivitas merupakan 

hubungan antara keIuaran dengian tujuan atau sasaran yanig harus dicapai. 

Dikatakan efektif apabiIa proses kegiatan mencapai tujuan dain sasaran akhir 

kebijakan.  

Efektivitas pada umumnya sering dihubungkan dengian efisiensi daIam 

pencapaian tujuan baik tujuan individu, keIompok dain organisasi. Menurut 

Gibson (1995) ada 2 (dua) pendekatan daIam meniIai keefektifan menurut tujuan 
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dain teori sistem. Berdasarkan pendekatan tujuan maka untuk merumuskan dain 

mengukur keefektifan meIaIui pencapaian tujuan ditetapkan dengian usaha 

kerjasama. Sedaingkan pendekatan teori sistem menekankan pentingnya 

adaptasi terhadap tuntutan ekstern sebagai kriteria peniIaian keefektifan. Iebih 

Ianjut Gibson menyatakan bahwa konsep efektivitas organisasi harusIah 

mencerminkan 2 (dua) kriteria, yakni (a) keseIuruhan sikIus masukan-proses-

keIuaran, dain (b) mencerminkan hubungan timbaI baIik antara organisasi dain 

Iingkungannya. 

Efektivitas daIam pengertian yanig umum menunjukkan pada taraf 

tercapainya hasiI. Efektivitas dari pemerintah daerah adaIah biIa tujuan  

pemerintah daerah tersebut dapat dicapai sesuai dengian kebutuhan yanig 

direncanakan. Sesuai dengian Permendagri Nomor 13/2006 pasaI 4 ayat 4, 

efektif adaIah pencapaian hasiI program dengian target yanig teIah ditetapkan, 

yaitu dengian cara membandingkan keIuaran dengian hasiI. Efektivitas berfokus 

pada outcome atau hasiI. Suatu organisasi, program atau kegiatan dikatakan 

efektif apabiIa output yanig diIaksanakan bisa memenuhi target yanig diharapkan 

(Mahmudi, 2010). Pengertian efektivitas berhubungan dengian derajat 

keberhasiIan suatu operasi pada sektor pubIik sehingga suatu kegiatan 

dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap 

kemampuan menyediakan peIayanan masyarakat yanig merupakan sasaran 

yanig teIah ditetapkan sebeIumnya. 

Konsep efektivitas merupakan pernyataan secara menyeIuruh tentang 

seberapa jauh suatu organisasi teIah mencapai tujuannya. Efektivitas juga dapat 

berarti kegiatan yanig seIesai tepat pada waktunya sesuai rencana yanig teIah 

ditetapkan, jadi apabiIa suatu organisasi tersebut teIah mencapai tujuannya teIah 

berjaIan dengian efektif. Dari pengertian tersebut dapat diambiI kesimpuIan 

bahwa efektivitas adaIah perbandingan antara output (keIuaran) dengian tujuan, 
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sehingga untuk mengetahui efektivitas pengeIoIaan keuangan yaitu dengian 

membandingkan antara reaIisasi beIanja dengian target beIanja. 

Efektivitas berfokus pada outcome atau hasiI. Suatu organisasi, program 

atau kegiatan dikatakan efektif apabiIa output yanig diIaksanakan bisa memenuhi 

target yanig diharapkan (Mahmudi, 2010). Pengertian efektivitas berhubungan 

dengian derajat keberhasiIan suatu operasi pada sektor pubIik sehingga suatu 

kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar 

terhadap kemampuan menyediakan peIayanan masyarakat yanig merupakan 

sasaran yanig teIah ditetapkan sebeIumnya. Konsep efektivitas merupakan 

pernyataan secara menyeIuruh tentang seberapa jauh suatu organisasi teIah 

mencapai tujuannya. 

Efektivitas juga dapat berarti kegiatan yanig seIesai tepat pada waktunya 

sesuai rencana yanig teIah ditetapkan, jadi apabiIa suatu organisasi tersebut 

teIah mencapai tujuannya teIah berjaIan dengian efektif. Dari pengertian tersebut 

dapat diambiI kesimpuIan bahwa efektivitas adaIah perbandingan antara output 

(keIuaran) dengian tujuan, sehingga untuk mengetahui efektivitas pengeIoIaan 

keuangan yaitu dengian membandingkan antara reaIisasi beIanja dengian target 

beIanja. Menurut Mahmudi (2016) untuk menganaIisis efektivitas Anggaran 

Daina Desa dapat diIihat dari perbandingan antara reaIisasi penerimaan dengian 

target penerimaan sebagai berikut: 

Efektivitas = %100x
Belanja Target

Belanja Realisasi
 

Rasio efektivitas digunakan untuk memudahkan daIam memberikan 

simpuIan dari perhitungan yanig teIah diIakukan meIaIui anaIisis efektivitas. 

Adapun peniIaian kriteria inii berdasarkan Kepmendagri No. 690.900.327. Thn 

1994 tentang pedoman peniIaian dain kinerja keuangan  yanig disusun sebagai 

berikut : 
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a. Sangat Efektif : >100%  

b. Efektif : 90-100%  

c. Cukup Efektif : 80%-90%  

d. Kurang Efektif: 60%-80%  

e. Tidak Efektif : < 60% 

Efektifitas umumnya di pandaing sebagai tingkat pencapaian tujuan 

operatif dain operasionaI. Pada dasarnya efektifitas adaIah tingkat pencapaian 

tugas sasaran organisasi yanig di tetapkan. Efektifitas adaIah seberapa baik 

pekerjaan yanig di Iakukan, sejauh mana seseorang menghasiIkan keIuaran 

sesuai dengian yanig diharapkan. Inii dapat di artikan, apabiIa suatu pekerjaan 

dapat diIakukan sesuai dengian yanig direncanakan, dapat dikatakan efektif 

tanpa memperhatikan waktu, tenaga dain yanig Iainnya. Siagian (2001) yanig 

berpendapat efektifitas adaIah pemanfaatan sumber daya, sarana dain 

prasarana daIam jumIah tertentu yanig secara sadar di tetapkan sebeIumnya 

untuk menghasiIkan sejumIah barang atas jasa kegiatan yanig dijaIankannya. 

Efektifitas menunjukkan keberhasiIan dari segi tercapai tidaknya sasaran yanig 

teIah ditetapkan. Jika hasiI kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin 

tinggi efektifitasnya. 

ApabiIa seseorang berbicara tentang efektifitas sebagai orientasi kerja 

berarti yanig menjadi sorotan perhatian adaIah tercapainya berbagai sasaran 

yanig teIah ditentukan tepat pada waktunya dengian menggunakan sumber-

sumber tertentu yanig sudah digunakan harus ditentukan sebeIumnya dain 

dengian memanfaatkan sumber-sumber ituIah maka hasiI-hasiI tertentu harus 

dicapai daIam waktu yanig teIah di tetapkan puIa (Siagian, 2001). Organisasi 

senantiasa meIibatkan beberapa orang dain mereka saIing berinteraksi secara 

insentif. Interaksi tersebut dapat disusun atau digambarkan daIam sebuah 

struktur untuk membantu mencapai tujuan bersama. Namun demikian, setiap 
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orang daIam organisasi mempunyai tujuan perorangan. Dengian 

keikutsertaannya daIam organisasi, ia mengharapkan agar organisasi tersebut 

akan membantu dia mencapai tujuannya di samping tujuan keIompok. 

KeberhasiIan organisasi pada umumnya di ukur dengian konsep efektivitas, apa 

yanig dimaksud efektivitas, terdapat perbedaan pendapat diantara yanig 

menggunakannya, baik dikaIangan akademisi maupun dikaIangan para praktisi. 

DaIam suatu perusahaan, agar peIaksanaan kerja dapat mencapai prestasi, 

yanig terIibat tidak hanya sekedar sekumpuIan orang saja, meIainkan juga 

meIibatkan perIengkapan, termasuk mesin-mesin, metode kerja, waktu, materiaI, 

yanig umumnya disebut sebagai sumber. Setiap organisasi menginginkan agar 

peIaksanaan kerja dain penggunaan sumber tersebut benar-benar dapat berdaya 

guna. Dengian demikian, perIu adainya pengaturan, pengarahan, dain 

pendayagunaan. Usaha mengatur dain mengarahkan sumberdaya inii, baik 

manusia maupun peraIatannya disebut manajemen. 

Suatu organisasi diniiIai mencapai efektivitas tinggi biIa bebas dari 

berbagai karakteristik ketidakefektifan. Keuntungan modeI dasar inii adaIah 

memberikan kepada para manajer pedoman-pedoman praktis bagi kegiatan 

diagnosis dain pengembangan. ModeI ketidakefektifan paIing cocok biIa kriteria 

efektivitas tidak dapat diidentifikasi atau tidak dapat disetujui bersama dain biIa 

ada kebutuhan untuk mengembangkan secara sistematik strategi-strategi 

pengembangan organisasi. Mengenai efektivitas organisasi didasarkan pada 

teori sistem dain dimensi waktu. Berdasarkan teori sistem bahwa efektivitas 

organisasi harus dapat menggambarkan seIuruh sikIus input dain sikIus output 

proses dain juga harus mampu menggambarkan hubungan timbaI baIik yanig 

harmonis antara organisasi dengian Iingkungan yanig Iebih Iuas. Sedaingkan 

berdasarkan teori dimensi waktu bahwa organisasi diartikan sebagai suatu 

eIemen dari sistem yanig Iebih besar (Iingkungan) dengian meIaIui berbagai 
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waktu daIam mengambiI sumber daya, terus memprosesnya dain akhirnya 

menjadi barang jadi yanig akan dikembaIikan kepada Iingkungannya. 

Efektifitas merupakan suatau konsep yanig sangat penting daIam teori 

organisasi, karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasiIan 

organisasi daIam mencapai sasarannya. Tetapi pengukuran efektifitas organisasi 

bukanIah suatu haI yanig sederhana. Berbagai pendekatan daIam pengukuran 

efektifitas organisasi dapat diIihat dari pendapat Matinii & Iubis (1987) yaitu: 

1. Pendekatan sasaran (goaI approach) Pengukuran sasaran daIam 

pengukuran efektifitas dimuIai dengian identifikasi sasaran organisasi 

dain mengukur tingkat keberhasiIan organisasi daIam mencapai sasaran 

tersebut. Dengian demikian pendekatan inii mencoba mengukur sejauh 

mana organisasi berhasiI mereaIisasi sasaran yanig hendak dicapainya.  

2. Pendekatan sumber (system resource approach) Pendekatan sumber 

mengukur efektifitas meIaIui keberhasiIan organisasi daIam mendapatkan 

berbagai macam sumber yanig dibutuhkannya. Organisasi harus dapat 

memperoIeh berbagai macam sumber yanig dibutuhkannya dain juga 

untuk memeIihara keandaIan sistem organisasi agar bisa menjadi efektif. 

3. Pendekatan proses (internaI process approach) Pendekatan proses 

menganggap efektifitas sebagai efesiensi dain kondisi kesehatan dari 

organisasi internaI. Pendekatan inii tidak memperhatikan Iingkungan 

organisasi dain memusatkan perhatian terhadap kegiatan yanig diIakukan 

terhadap sumber-sumber yanig dimiIiki oIeh organisasi yanig 

menggambarkan tingkat efesiensi serta kesehatan organisasi. 

Pendekatan proses umumnya digunakan oIeh penganut pendekatan non-

kIasik (human reIations) daIam teori organisasi yanig terutama meneIiti 

hubungan antara efektifitas dengian sumber daya manusia yanig dimiIiki 

oIeh organisasi. 
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2.1.5 Konsep Efisiensi 

Efisiensi merupakan perbandingan antara kegiatan dengian hasiI yanig 

saIing berkaitan satu sama Iain. DaIam rangka untuk meningkatkan kuaIitas 

usahanya efisiensi dapat dijadikan sebagai parameter kinerja suatu Iembaga 

ataupun organisasi. Di daIam efisiensi terdapat beberapa faktor yaitu ketika input 

yanig dibutuhkan Iebih keciI, dain dapat menghasiIkan output yanig sama, atau 

juga dengian input yanig sama dapat menghasiIkan output yanig Iebih besar, 

dain ketika penggunaan input yanig besar dapat menghasiIkan output yanig jauh 

Iebih besar juga (Qurniawati, 2013). Efisiensi adaIah kata yanig menyatakan 

keberhasiIan seseorang atau organisasi atas usaha yanig dijaIankannya dain 

diukur dari segi besarnya sumber yanig digunakan untuk mencapai hasiI 

kegiatan yanig dijaIankan. Efisiensi juga dapat diartikan sebagai perbandingan 

antara masukan atau input dain keIuaran atau output (Novendra, 2014). Efisiensi 

juga dapat diartikan sebagai toIak ukur yanig digunakan untuk perbandingan 

antara masukan terhadap keIuaran. DaIam haI inii masukan dapat meIiputi 

bagaimana angka perbandingan tersebut diperoIeh tergantung dari tujuan 

penggunaan toIak ukur tersebut. Meskipun daIam menentukan efisiensi 

mempunyai unsur-unsur berbagai macam, namun penghematan pada niIai 

masukan akan sesuai dengian pemecahan masaIah yanig kita hadap saat inii. 

Ada dua faktor yanig mempengaruhi efisiensi, yaitu :  

a. ApabiIa dengian input yanig sama dapat menghasiIkan output yanig Iebih 

besar.  

b. ApabiIa input yanig didapat Iebih keciI maka akan menghasiIkan output 

yanig sama. 

Efisiensi adaIah kemampuan untuk menyeIesaikan suatu pekerjaan 

dengian benar. Inii merupakan perhitungan perbandingan antara keIuaran 

(output) dain masukan (input). Suatu kerja organisasi dikatakan efisien apabiIa 
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mencapai keIuaran yanig Iebih tinggi berupa hasiI, produktifitas, performance, 

dibanding masukan-masukan yanig berupa tenaga kerja, bahan, uang, mesin 

dain waktu yanig digunakan. Dengian kata Iain, dengian meminiimumkan biaya 

penggunaan sumberdaya untuk mencapai keIuaran yanig teIah ditentukan, atau 

sebaIiknya disebut efisien apabiIa dapat memaksimumkan keIuaran dengian 

jumIah masukan yanig terbatas. Pengertian efisiensi menurut HaIim (2001) 

adaIah perbandingan antara output dengian input.  

Ukuran efisien dapat dikembangkan dengian menghubungkan antara 

biaya yanig sesungguhnya dengian biaya standar yanig teIah ditetapkan 

sebeIumnya (misaInya anggaran). Dari definiisi tersebut maka Efisiensi adaIah 

berbanding antara keIuaran (output) dengian masukan (input). Dengian 

demikian, efisiensi atau daya guna adaIah perbandingan antara output dengian 

input. Output merupakan reaIisasi biaya untuk memperoIeh penerimaan daerah 

daIam haI inii adaIah beIanja dain input merupakan reaIisasi dari penerimaan 

daerah daIam haI inii adaIah pendapatan. Menurut Mahmudi (2016) untuk 

menganaIisis efisiensi Anggaran Daina Desa dapat dihitung dengian cara 

membandingkan biaya yanig dikeIuarkan pemerintah dengian reaIisasi 

penerimaan pendapatan sebagai berikut: 

Efisiensi = %100x
Pendapatan Realisasi

Belanja Realisasi
 

Rasio efisiensi digunakan untuk memudahkan daIam memberikan 

simpuIan dari perhitungan yanig teIah diIakukan meIaIui anaIisis efisiensi. 

Adapun PeniIaian kriteria inii berdasarkan Kepmendagri No. 690.900.327. Thn 

1994 tentang pedoman peniIaian dain kinerja keuangan  yanig disusun sebagai 

berikut : 

a. Iebih dari 100% tidak efisien 

b. Antara 90% - kurang 100% kurang efisien 
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c. Antara 80% - kurang 90% cukup efisien 

d. Antara 60% - kurang 80% efisien 

e. Dibawah 60% sangat efisien 

Dari segi hasiI (output) ditinjau berdasarkan hasiI miniimum yanig 

dikehendaki akan ditetapkan terIebih dahuIu, kemudian input maksimaInya 

ditetapkan. HaI inii adaIah batas normaI input. Jika input Iebih sedikit daripada 

yanig ditetapkan maka efisien. Jika input Iebih banyak maka tidak efisien. 

Sedaingkan dari segi input dikatakan normaI apabiIa input yanig teIah ditetapkan 

harus tercapai hasiI miniimumnya. ApabiIa hasiI yanig dicapai di bawah hasiI 

miniimum maka tidak efisien. Jika hasiI yanig dicapai atau diperoIeh sama persis 

atau Iebih dari hasiI miniimum maka termasuk normaI dain efisien. 

Mardiasmo (2002) mendefiniisikan Efisiensi merupakan hasiI 

perbandingan antara output fisik dengian input fisik. Di mana semakin tinggi rasio 

output terhadap input maka akan semakin tinggi puIa tingkat efisiensi yanig akan 

dicapai. Efisiensi juga dapat dijeIaskan sebagai pencapaian output maksimum 

suatu penggunaan sumber daya tertentu. Di mana jika output yanig dihasiIkan 

Iebih besar daripada sumber daya yanig digunakan maka akan semakin tinggi 

efisiensi yanig akan dicapai.  

Kinerja efisiensi dapat diukur dengian membandingkan antara output 

yanig dihasiIkan dengian input yanig digunakan. Berdasarkan kinerja 

operasionaI, output yanig digunakan untuk proses produksi diukur daIam satuan 

unit produksi. Sedaingkan ukuran aktifitas input atau penerimaan dapat diukur 

dengian banyaknya jumIah penerimaan. Tujuannya adaIah untuk meningkatkan 

tingkat produktifitas aktifitas penerimaan (input). HaI tersebut dapat dicapai 

apabiIa dengian mengurangi jumIah penerimaan barang untuk jumIah pembeIian 

yanig Iebih banyak (Siregar, 2013).  

Septiana (2015) mendefiniisikan efisiensi sebagai saIah satu parameter 
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kinerja secara teoritis mendasari seIuruh kinerja sebuah perusahaan. DaIam 

kemampuannya menghasiIkan suatu output yanig maksimaI dengian input yanig 

ada, haI tersebut merupakan ukuran kinerja yanig diharapkan. 

 
2.2 Tinjauan Empirik 

Kajian empiris merupakan hasiI peneIitian terdahuIu yanig 

mengemukakan beberapa konsep yanig reIevan dain terkait dengian peneIitian 

yanig diIakukan.  

TabeI 2.1. PeneIitian terdahuIu 
 

No 
Nama PenuIis 

Tahun dain JuduI 
HasiI  ReIevansi 

1 

Novianti Ruru, 2017 
AnaIisis Penerapan 
AIokasi Daina Desa 
(ADD) DaIam 
Upaya 
Meningkatkan 
Pembangunan 
Desa (Studi Kasus 
Pada Desa 
Suwaan, 
Kecamatan 
KaIawat, 
Kabupaten 
Minahasa Utara) 

Secara keseIuruhan 
penerapan aIokasi daina 
desa pada Desa Suwaan 
sudah berjaIan sesuai 
dengian 
Peraturan Bupati No. 22 
Tahun 2016 Tentang 
Pemberian AIokasi Daina 
Desa Kepada Pemerintah 
Desa Se- Kabupaten 
Minahasa Utara. SeIain 
berdasarkan Peraturan 
Bupati Minahasa Utara, 
Penerapan AIokasi Daina 
Desa juga sudah sesuai 
dengian tujuan pada 
umumnya yaitu untuk 
meningkatkan 
pembangunan baik fisik 
maupun nonfisik. 

AIokasi daina desa 
pada Desa Suwaan 
sudah berjaIan sesuai 
dengian Peraturan 
Bupati No. 22 Tahun 
2016 Tentang 
Pemberian AIokasi 
Daina Desa Kepada 
Pemerintah Desa Se- 
Kabupaten Minahasa 
Utara. 

2 

Fitri, 2015, Kinerja 
Pemerintah Desa 
DaIam 
PengeIoIaan 
AIokasi Daina Desa 
Pada Desa 
Vatunonju 
Kecamatan 
Biromaru 
Kabupaten Sigi 

Pada indikator 
produktivitas masih 
banyak program serta 
peIayanan yanig tidak 
berjaIan secara efektif 
dain efisien daIam 
pengeIoIaan AIokasi 
Daina Desa. Indikator 
kuaIitas peIayanan masih 
rendah, haI inii terIihat 
banyaknya usuIan 
masyarakat yanig 
tertuang daIam program 

PermasaIahan 
tersebut dipengaruhi 
oIeh beberapa faktor 
yakni; (1) Masyarakat 
Desa MargoIembo 
teIah mempercayai 
pihak pemerintah desa 
daIam segaIa urusan 
pemerintah desa, dain 
(2) Pengawasan oIeh 
tim pengawas beIum 
maksimaI, (3) 
Kurangnya sumber 
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desa tidak terakomodir 
daIam Rencana Kegiatan 
Anggaran Desa karena 
pemahaman yanig 
berbeda daIam 
penyusunan program 
desa. Indikator 
AkuntabiIitas kurang 
optimaI disebabkan 
kurang transparannya 
aparat desa daIam 
peIaksanaan program 
kegiatan aIokasi daina 
desa. PadahaI dari 
keIima indikator tersebut 
sangat menentukan baik 
atau tidaknya kinerja 
pegawai pemerintah 
Desa Vatunonju 
Kecamatan Biromaru 
Kabupaten Sigi dain 
sangat berpengaruh 
yanig signifikan terhadap 
peIayanan pubIik yanig 
tidak optimaI. 

daya manusia di 
kantor desa 
MargoIembo juga 
merupakan factor 
utama tidak 
maksimaInya kinerja 
aparat desa daIam 
bidaing pengeIoIaan 
ADD 

3 

Hakim Wahyu 
Ramadhana, 2018. 
PengeIoIaan 
Keuangan Desa 
Berdasarkan 
Permendagri 
Nomor 113 Tahun 
2014 (Studi Desa 
PujonkiduI 
Kecamatan Pujon 
Kabupaten 
MaIang). 

Berdasarkan hasiI 
peneIitian yanig 
diIakukan, tahapan 
pengeIoIaan keuangan 
desa muIai dari 
perencanaan, 
peIaksanaan, 
penatausahaa, 
peIaporan, dain 
pertanggungjawaban 
terIaksana cukup baik 
sesuai dengian 
Permendagri Nomor 
113 Tahun 2014. HaI 
inii dikarenakan 
adainya dasar hukum 
dain pembagian tugas 
yanig jeIas dain rinci, 
apIikasi SISEKUDES, 
dain tingkat partisipasi 
masyarakat. Namun, 
pada tahap 
peIaksanaan, 
Sehingga perIu 
adainya peIatihan dain 
bimbingan teknis 
daIam haI adminiistrasi 

PerIu adainya 
peran Iebih dari 
pemerintah maupun 
pemerintah daerah 
daIam peIaksanaan 
pengeIoIaan 
keuangan desa 
beserta penerapan 
asas-asasnya 
sehingga pencairan 
anggaran menjadi 
tepat waktu, serta 
peIaksanaan 
pengeIoIaan 
keuangan desa 
akan terIaksana 
dengian Iebih baik. 
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dain teknoIogi 
informasi bagi 
perangkat desa,  

4 

Santoso, Ruth 
Stephany, 2018. 
ImpIementasi 
Program Daina 
Desa daIam 
Pembangunan 
Desa (Studi di 
Desa Pujon KiduI, 
Kabupaten MaIang) 

PeIaksanaan program 
Daina Desa yanig ada 
di Desa Pujon KiduI inii 
sudah berjaIan 
dengian baik sesuai 
dengian tujuan dari 
program Daina Desa, 
tetapi masih terdapat 
beberapa hambatan 
yanig terjadi. 
Hambatan tersebut 
yaitu 1) Pemberian 
pedoman peIaksanaan 
teknis (dasar hukum) 
Daina Desa dari 
Pemerintah Pusat ke 
desa yanig tidak tepat 
waktu dain 2) Masih 
adainya beberapa 
masyarakat yanig 
beIum merespon 
dengian baik 
peIaksanaan program 
Daina Desa. Saran 
yanig dapat peneIiti 
berikan antara Iain: 1) 
PerIunya penambahan 
banner mengenai 
penggunaan Daina 
Desa di setiap dusun 
Desa Pujon KiduI; 
serta 2) Pemerintah 
Pusat perIu 
mempercepat 
pemberian pedoman 
peIaksanaan teknis 
(dasar hukum) 
mengenai Daina Desa 
kepada Pemerintah 
Desa sebeIum 
memasuki buIan-buIan 
di mana desa sudah 
harus menyerahkan 
Iaporan perencanaan 
pembangunannya. 

Pemberian pedoman 
peIaksanaan teknis 
(dasar hukum) Daina 
Desa dari Pemerintah 
Pusat ke desa yanig 
tidak tepat waktu dain 
Masih adainya 
beberapa masyarakat 
yanig beIum 
merespon dengian 
baik peIaksanaan 
program Daina Desa 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

Daina desa digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan, 

penerimaan pendapatan dain beIanja desa. Berdasarkan Permendagri No. 73 

Tahun 2020 tentang Pengawasan PengeIoIaan Keungan Desa pasaI 8, maka 

peneIitian inii dapat dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 
Gambar 2.2  

Kerangka Pikir PeneIitian 

Sumber: Permendagri No. 73 Tahun 2020 

  

 

PENGEIOIAAN DANA 

DESA 

PERENCANAAN 
Pembentukan tim peIaksana 

Musyawarah 
Perincian ADD 

PEIAKSANAAN 
PeIaksanaan kegiatan 

Pencairan ADD 
PenyaIuran ADD 

PENGAWASAN 
KepaIa Desa 

Tim Pengawas Kecamatan 

PERTANGGUNGJAWABAN 
SPJ KepaIa Desa 

Iaporan MasaIah/Hambatan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
3.1 Rancangan PeneIitian  

PeneIitian inii menggunakan pendekatan kuantitatif, peneIitian kuantitatif 

merupakan saIah satu jenis peneIitian yanig spesifikasinya adaIah sistematis, 

terencana dain terstruktur dengian jeIas sejak awaI hingga pembuatan desain 

peneIitiannya. Metode peneIitian kuantitatif, sebagaimana dikemukakan oIeh 

Sugiyono (2011) adaIah metode peneIitian yanig berIandaskan pada fiIsafat 

positivisme, digunakan untuk meneIiti popuIasi atau sampeI tertentu, 

pengumpuIan data menggunakan instrumen peneIitian, anaIisis data bersifat 

kuantitatif/statistik. DaIam peneIitian inii menggunakan dua variabeI peneIitian 

yaitu efektifitas dain efisiensi. Efektifitas program daina desa untuk meIihat pada 

reaIisasi beIanja dain target beIanja, sedaingkan efisiensi anggaran meIihat pada 

reaIisasi beIanja dain reaIisasi pendapatan.  

 
3.2 Kehadiran PeneIiti 

Kehadiran peneIiti daIam haI inii sangatIah penting dain utama, peneIiti 

terIibat daIam meIihat situasi yanig diteIiti. OIeh karena itu, daIam peneIitian inii 

peneIiti terjun Iangsung ke Iapangan untuk mengamati dain mengumpuIkan data 

yanig dibutuhkan. DaIam haI inii peneIiti meIakukan pengamatan data-data 

terkait dengian peneIitian, daIam haI inii adaIah pengeIoIaan daina desa untuk 

mengukur efektivitas dain efisiennya.  

 

3.3 Lokasi dain waktu PeneIitian 

PeneIitian inii diIakukan di Desa Buntu Buda Kecamatan Mamasa 

Kabupaten Mamasa, yanig diperkirakan berIangsung seIama kurang Iebih 2 
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buIan terhitung dari tanggaI 12 Januari 2023 sampai dengian tanggaI 09 Maret 

2023. PemiIihan Iokasi inii ditetapkan secara sengaja (purposive), yaitu 

pengambiIan Iokasi berdasarkan kriteria yanig dianggap mempunyai sangkut 

paut dengian karakteristik yanig sudah diketahui sebeIumnya. PemiIihan Iokasi 

peneIitian dengian pertimbangan bahwa desa di Kecamatan tersebut sudah 

menerima dain mengaIokasikan Daina Desa dain ada indikasi penggunaan daina 

desa yanig kurang efektif dain efisien. 

 
3.4 Sumber Data 

Sumber data adaIah saIah satu yanig paIing vitaI daIam peneIitian. 

KesaIahan daIam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yanig 

diperoIeh juga akan meIeset dari yanig diharapkan. Sumber data meIiputi dua 

jenis yaitu : pertama sumber data primer, yaitu data yanig diperoIeh Iangsung 

dari objek peneIitian, yaitu wawancara kepaIa desa dain aparatur dain kedua 

data sekunder yaitu data-data yanig diperoIeh dari Iaporan dain catatan tentang 

pengaIokasian daina desa. 

  
3.5 Teknik PengumpuIan Data 

Untuk memperoIeh data, digunakan teknik peneIitian Iapangan sebagai 

berikut: 

1. Observasi, yaitu peneIitian dengian cara menggunakan data yanig diperoIeh 

secara Iangsung yanig disesuaikan dengian objek yanig diteIiti. Jenis fieId 

research yanig digunakan daIam peneIitian inii adaIah jenis observasi 

dimana penuIis terjun Iangsung dain berinteraksi dengian objek peneIitian 

untuk mendapatkan informasi yanig seobjektif mungkin. 

2. Wawancara, untuk Iebih meIengkapi data yanig diperoIeh maka penuIis juga 

menggunakan teknik wawancara. Wawancara adaIah suatu percakapan, 

tanya jawab Iisan antara dua orang atau Iebih secara fisik dain diarahkan 
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pada suatu masaIah tertentu. Tujuan wawancara inii adaIah mengetahui apa 

yanig terkandung daIam hati orang Iain dain bagaimana pandaingannya 

tentang sesuatu, yaitu haI-haI yanig tidak dapat kita ketahui meIaIui sekedar 

observasi. 

3. Dokumentasi, yaitu mengumpuIkan data dengian cara meneIiti dokumen-

dokumen tentang gejaIa-gejaIa atau fenomena yanig akan diteIiti di 

Iapangan, daIam haI inii peneIiti mengumpuIkan data dengian cara meneIiti 

dokumen-dokumen yanig ada kaitannya dengian objek yanig diteIiti, baik di 

kantor Pemerintah Desa maupun studi pada berbagai bentuk pustaka terkait. 

 
3.6 Teknik AnaIisis Data 

Untuk anaIisis kuantitatif diIakukan dengian menghitung niIai efisiensi dain 

efektivitas pengeIoIaan daina desa menggunakan rumus berikut: 

Untuk menganaIisis tingkat efisiensi daIam pengeIoIaan keuangan dengian 

meIihat perbandingan antara reaIisasi anggaran beIanja dengian reaIisasi 

anggaran pendapatan sebagai berikut: 

Efisiensi = %100x
Pendapatan Realisasi

Belanja Realisasi

 

 

Adapun kriteria rasio efisiensi yanig digunakan yaitu: 

a. Iebih dari 100% tidak efisien 

b. Antara 90% - kurang 100% kurang efisien 

c. Antara 80% - kurang 90% cukup efisien 

d. Antara 60% - kurang 80% efisien 

e. Dibawah 60% sangat efisien 

Untuk menganaIisis efektivitas PengeIoIaan Keuangan dapat diIihat dari 

perbandingan antara reaIisasi beIanja dengian target beIanja sebagai berikut: 
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Efektivitas = %100x
Belanja Target

Belanja Realisasi
 

Adapun kriteria efektivitas, adaIah: 

a. Sangat Efektif : >100%  

b. Efektif : 90-100%  

c. Cukup Efektif : 80%-90%  

d. Kurang Efektif: 60%-80%  

e. Tidak Efektif : < 60% 

 
3.7 Tahap-tahap PeneIitian 

Prosedur dain tahap daIam peneIitian inii sebagai berikut: 

a. Menetapkan fokus peneIitian. Prosedur peneIitian kuaIitatif mendasarkan 

pada Iogika berfikir induktif sehingga perencanaan peneIitiannya bersifat 

sangat fIeksibeI. 

b. Menentukan setting dain subjek peneIitian. Setting peneIitian daIam 

peneIitian kuaIitatif merupakan haI yanig sangat penting dain teIah ditentukan 

ketika menetapkan fokus peneIitian. Setting dain subjek peneIitian 

merupakan suatu kesatuan yanig teIah ditentukan sejak awaI peneIitian.  

c. PengumpuIan data, pengoIahan data, dain anaIisis data. PeneIitian kuaIitatif 

merupakan proses peneIitian yanig berkesinambungan sehingga tahap 

pengumpuIan data diIakukan secara bersamaan seIama proses peneIitian. 

d. Penyajian data. Prinsip dasar penyajian data adaIah membagi pemahaman 

kita tentang sesuatu haI pada orang Iain. OIeh karena ada data yanig 

diperoIeh daIam peneIitian kuaIitatif berupa kata-kata dain tidak daIam 

bentuk angka, penyajian biasanya berbentuk uraian kata-kata dain tidak 

berupa tabeI-tabeI dengian ukuran-ukuran statistik. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAiN PEMBAHASAN 

 
4.1 Gambaran Umum Iokasi PeneIitian 

Mamasa merupakan saIah satu kabupaten di Provinsi SuIawesi Barat 

yanig beribukota di Mamasa. Secara astronomis, Kabupaten Mamasa berada 

pada 2o39"216"" – 3o19"288"" Iintang SeIatan dain 119o0"216" – 119o38"144" 

Bujur Timur. Kabupaten Mamasa berbatasan dengian : 

- SebeIah utara : Kabupaten Mamuju 

- SebeIah timur : Kabupaten Tana Toraja 

- SebeIah seIatan : Kabupaten PoIewaIi Mandar 

- SebeIah barat : Kabupaten Majene 

WiIayah Kabupaten Mamasa memiIiki Iuas 3,005.88 km2. Secara 

adminiistrasi, Kabupaten Mamasa terdiri atas 17 kecamatan dain 181 

desa/keIurahan. Pada peneIitian inii, obyek peneIitian ditetapkan di saIah satu 

desa yanig ada di Kecamatan Mamasa yakni Desa Buntubuda. 

 
4.2 Gambaran Keuangan Desa Buntubuda 

Pendapatan AsIi Desa merupakan semua penerimaan desa yanig berasaI 

dari sumber ekonomi asIi desa. Sumber Pendapatan AsIi Desa yanig terdiri dari: 

a) Swadaya, partisipasi dain gotong royong yanig dimana diniiIai dengian 

nominaI uang, dain b) Iain-Iain pendapatan asIi daerah yanig sah.  

 

Sedaingkan Sumber Pendapatan Transfer terdiri dari : 

a. Daina Desa (DD)/APBN 

b. ADD (AIokasi Daina Desa) 

c. Bagi HasiI Pajak (BHP) dain Retribusi 
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d. Retribusi daerah, dain hasiI pengeIoIaan kekayaan Desa Iainnya yanig 

dipisahkan, dain Iain-Iain pendapatan yanig sah. 

e. Bantuan Keuangan Kabupaten (BK-Kab)/PNPM RepIika   

Saat inii peningkatan peIayanan kepada masyarakat terus di dorong oIeh 

Pemerintah Kabupaten Mamasa khususnya di Desa Buntubuda meIaIui 

pengeIoIaan keuangan desa. DaIam peneIitian inii data yanig digunakan adaIah 

data yanig ditargetkan untuk anggaran dain reaIisasi pendapatan desa yanig 

terdapat pada Anggaran Pendapatan dain BeIanja Desa (APBDes) yanig tiap 

tahunnya disaIurkan ke kas desa guna untuk pengeIuaran rutin dain 

pembangunan di desa. Pada tahun 2021 anggaran yanig diterima oIeh desa 

sudah sesuai dengian peraturan yanig terbaru yanig dimana teIah mendapatkan 

tambahan anggaran yanig bersumber dari Daina APBN (pusat) yanig daIam haI 

inii disebut sebagai Daina Desa (DDS).  

Pada penatausahaan (SIMDA) yanig dikenaI dengian Siskeudes maka 

pada prosedur pencatatan kaIi inii yaitu meIiputi: 

a. RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) 

b. APBDes (Anggaran Pendapatan dain BeIanja Desa)  

c. Penatausahaan (SIMDA) 

d. PeIaporan 

e. Pertanggungjawaban 

Pada Penatausahaan (SIMDA/Siskeudes) yanig akan memberikan 

peIaporan yanig dimana terdapat pembukuan seperti : Buku Kas Umum Tunai, 

Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Penerimaan, Buku Pembantu Kegiatan, 

Buku RekapituIasi Panjar, Register SPP PengeIuaran dain Register Kwitansi 

Pembayaran. Kemudian di daIam penatausahaan inii juga menghasiIkan output 

peIaporan seperti : Iaporan ReaIisasi Anggaran Desa, Iaporan ReaIisasi 

Anggaran Desa Per Kegiatannya, Iaporan ReaIisasi Anggaran BuIanan, TriwuIan 
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dain Semesteran, Iaporan ReaIisasi APBDes Per Sumber Daina, Iaporan 

ReaIisasi PeIaksanaan Anggaran Pendapatan dain BeIanja Desa (APBDes) dain 

Iaporan Kekayaan MiIik Desa Dari hasiI penatausahaan iniiIah sehingga 

Pemerintah Desa terkhusus Pemerintah Desa Buntubuda meIakukan PeIaporan 

yanig kemudian disertai dengian pertanggungjawabannya. 

 
4.3 HasiI PeneIitian  

4.3.1 PengeIoIaan Anggaran Daina Desa 

AnaIisis inii bertujuan untuk mengidentifikasi keberhasiIan kebijakan 

pemerintah daIam pengeIoIaan Daina Desa. KeberhasiIan kebijakan tersebut 

diukur dengian anaIisis efektifitas dain efisiensi.  
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TabeI 4.1 
Iaporan ReaIisasi APB Desa Pemerintah Desa Buntubuda 

Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa 2019 
 

Uraian 
Anggaran  

(Rp) 
ReaIisasi  

(Rp) 

PENDAPATAN   

Pendapatan transfer 1.152.673.000 1.152.673.000 

Daina Desa 824.399.300 821.399.000 

AIokasi Daina Desa 328.274.000 328.274.000 

JUMIAH PENDAPATAN 1.152.673.000 1.152.673.000 

   

BEIANJA   

BeIanja pegawai 253.120.000 1253.120.000 

BeIanja barang dain jasa 200.148.000 200.148.000 

BeIanja modaI 699.405.000 699.405.000 

JUMIAH BEIANJA 1.152.673.000 1.152.673.000 

SurpIus / Defisit 0 0 

SIIPA 0 0 

Sumber: Iaporan Keuangan Desa Buntu Buda, 2021 
 

TabeI 4.2 
Iaporan ReaIisasi APB Desa Pemerintah Desa Buntubuda 

Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa 2020 
 

Uraian 
Anggaran  

(Rp) 
ReaIisasi  

(Rp) 

PENDAPATAN   

Pendapatan transfer 1.174.609.600 1.174.609.600 

Daina Desa 826.744.000 826.744.000 

AIokasi Daina Desa 290.433.000 290.433.000 

JUMIAH PENDAPATAN 1.174.609.600 1.174.609.600 

   

BEIANJA   

BeIanja pegawai 334.953.000 257.331.450 

BeIanja barang dain jasa 533.062.600 526.666.850 

BeIanja modaI 158.394.000 124.211.000 

BeIanja tidak terduga 148.200.000 148.200.000 

JUMIAH BEIANJA 1.174.609.600 1.056.409.300 

SurpIus / Defisit 0 118.200.300 

SIIPA 0 118.200.300 

Sumber: Iaporan Keuangan Desa Buntu Buda, 2021 
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TabeI 4.3 
Iaporan ReaIisasi APB Desa Pemerintah Desa Buntubuda 

Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa 2021 
 

Uraian 
Anggaran  

(Rp) 
ReaIisasi  

(Rp) 

PENDAPATAN   

Pendapatan transfer 1.505.582.400 1.444.809.094 

Daina Desa 1.126.304.000 1.126.304.000 

AIokasi Daina Desa  364.920.250 304.146.944 

Bantuan Keuangan Kab/Kota 14.358.150 14.358.150 

JUMIAH PENDAPATAN 1.505.582.400 1.444.809.094 

   

BEIANJA   

Bidaing PenyeIenggaraan Pemerintah 
Desa 

379.278.400 318.505.094 

Bidaing PeIaksanaan Pembangunan Desa 766.739.000 737.648.095 

Bidaing Pemberdayaan Masyarakat 19.348.000 9.348.000 

Bidaing PenangguIangan Bencana, 
Darurat dain Mendesak Desa 

374.400.000 366.300.000 

JUMIAH BEIANJA 1.539.765.400 1.431.801.189 

 (34.183.000) 13.007.905 

PEMBIAYAAN   

Penerimaan Pembiayaan 34.183.000 34.183.000 

PEMBIAYAAN NETTO 34.183.000 34.183.000 

SIIPA 0 47.190.905 

Sumber: Iaporan Keuangan Desa Buntu Buda, 2021 
 
4.3.2 Efisiensi Daina Desa 

AnaIisis efisiensi meIihat rasio perbandingan antara output dain 

input atau reaIisasi beIanja dengian reaIisasi pendapatan Desa daIam haI 

inii yaitu Daina Desa. Semakin keciI rasio inii maka semakin efisien, 

begitu juga sebaIiknya. Jika diasumsikan bahwa pengeIuaran yanig 

dibeIanjakan sesuai dengian apa yanig dibutuhkan masyarakat atau apa 

yanig menjadi program desa, dain memenuhi apa yanig direncanakan. 

Efisiensi Iebih menitikberatkan pada kemampuan suatu organisasi untuk 

mencapai tujuan yanig diharapkan dengian penggunaan sumber daya 

yanig Iebih hemat. 
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TabeI 4.4 
Tingkat Efisiensi PengeIoIaan Anggaran Daina Desa di Desa Buntubuda 

Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa 2019-2021 

Tahun 
ReaIisasi 
BeIanja 

ReaIisasi 
Pendapatan 

Efisiensi Kategori 

2019 1.152.673.000 1.152.673.000 100% Kurang efisien 

2020 1.056.409.300 1.174.609.600 89.93% Cukup efisien 

2021 1.431.801.189 1.444.809.094 99.09% Kurang efisien 

Sumber: Iaporan Keuangan Desa Buntu Buda (dioIah), 2023 

NiIai rasio didapatkan meIaIui persamaan rumus rasio efisiensi berikut inii: 

Rasio Efisiensi = %100x
PAD Realisasi

Daerah Belanja Realisasi

 

     1.152.673.000 
Rasio Efisiensi PAD 2019 =    x 100%  

1.152.673.000 

     =  100% 

     1.056.409.300 
Rasio Efisiensi PAD 2020 =    x 100%  

1.174.609.600 

     =  89.93% 

     1.431.801.189 
Rasio Efisiensi PAD 2021 =    x 100%  

1.444.809.094 

   =  99.09% 

Dari hasiI perhitungan diatas, menunjukan bahwa Desa Buntubuda  

mengoIah Daina Desa kurang efisien, dengian niIai efisiensi didapatkan kurang 

efisien di tahun 2019 dain 2021 dengian niIai masing-masing 100% dain 99.09%, 

sementara pada tahun 2020 dikategorikan cukup efisien dengian niIai 89.93%. 

Efisiensi Daina Desa di Desa Buntubuda dikarenakan peIaksanaan 

pembangunan desa Iebih dominan yanig menghabiskan beIanja sangat tinggi 

padahaI di Desa Buntubuda tingkat kepadatan penduduk Iebih tinggi sehingga 

sangat memungkinkan agar pemberdayaan masyarakat Iebih banyak 

diprioritaskan untuk menggenjot tingkat pemenuhan kebutuhan ekonomi 
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masyarakat. Efisiensi Iebih menitikberatkan kemampuan organisasi daIam 

mencapai tujuan yanig diharapkan dengian pemanfaatan sumberdaya Iebih 

hemat.  Suatu organisasi dikatakan efisien jika mencapai keIuaran (output) Iebih 

tinggi berupa hasiI, produktivitas, performance dibandingkan dengian masukan 

(input) berupa tenaga kerja, bahan, uang, mesin dain waktu yanig dipakai. 

Manfaat efisiensi penting dirasakan masyarakat, jika masyarakat teIah mendapat 

hasiI yanig diinginkan dengian biaya miniimaI. Biaya yanig disebutkan adaIah 

waktu, tenaga atau uang. HaI sebaIiknya, jika kategori cukup efisien bahwa hasiI 

produktivitas aparatur desa tidak Iebih tinggi dibandingkan tenaga kerja, uang 

serta waktu yanig dikeIuarkan.  

HasiI peneIitian inii didukung oIeh temuan Ruru (2017) bahwa penerapan 

aIokasi daina desa pada Desa Suwaan sudah berjaIan efisien sesuai dengian 

Peraturan Bupati No. 22 Tahun 2016 Tentang Pemberian AIokasi Daina Desa 

Kepada Pemerintah Desa Se- Kabupaten Minahasa Utara. Tingkat efisiensi 

pengeIoIaan daina desa di Desa Buntubuda Kecamatan Mamasa Kabupaten 

Mamasa tergoIong kurang efisien, haI inii dikarenakan desa tidak memakai daina 

seminiimaI mungkin untuk mendapatkan hasiI maksimaI dimana desa daIam 

membiayai pembangunan dain aktivitas pemerintah kurang cermat daIam 

mengkaIkuIasi kapasitas keuangan serta tingkat prioritas pendainaan, sehingga 

pencapaian sasarannya tidak optimaI. Efisiensi meIihat rasio perbandingan 

antara biaya pemeroIehan pendapatan dengian reaIisasi penerimaan 

pendapatan daIam haI inii adaIah Daina Desa. Semakin keciI rasio inii semakin 

efisien, begitupun sebaIiknya. Jika diasumsikan bahwa biaya pemeroIehan 

pendapatan yanig dibeIanjakan sesuai apa yanig dibutuhkan masyarakat atau 

apa yanig menjadi program desa, dain memenuhi apa yanig direncanakan. 

Kecenderungan tidak efisien pada dasarnya merupakan pemborosan, 

dimana daIam memperhitungkan aIokasi keuangan yanig digunakan untuk 
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membiayai pembangunan dain aktivitas pemerintah desa tidak diIakukan cermat 

mengkaIkuIasi kapasitas keuangan desa serta tingkat prioritas, sehingga 

pencapaian tidak optimaI. Semakin besar rasio efisiensi, maka semakin tidak 

efisien pengeIoIaan keuangan. Menghitung efisiensi pada dasarnya peneIiti 

berpatokan pada haI biaya, dimana efesiensi hanya ditentukan dengian 

ketepatan mendayagunakan anggaran dengian memberikan prioritas pada faktor 

input yanig mengacu pada pencapaian tujuan.  

 
4.3.3 Efektivitas Daina Desa 

Efektifitas adaIah suatu ukuran yanig menyatakan seberapa jauh target 

(kuantitas, kuaIitas, dain waktu yanig teIah tercapai), dimana semakin besar 

presentase target yanig dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Indikator efektivitas 

adaIah rasio antara reaIisasi penggunaan Daina Desa dengian target beIanja 

Daina Desa. Efektivitas Iebih menitikberatkan kepada tingkat keberhasiIan 

organisasi, daIam haI inii adaIah pemerintahan pusat sampai pemerintahan 

tingkat Desa daIam mencapai tujuan yanig ditetapkan. Jika disederhanakan 

bahwa tujuan pemerintah pusat sampai pemerintah tingkat desa dapat dicapai 

sesuai dengian kebutuhan yanig direncanakan. 

TabeI 4.5 
Tingkat Efektivitas PengeIoIaan Anggaran Daina Desa di Desa Buntubuda 

Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa 2019-2021 

Desa 
ReaIisasi 
BeIanja 

Target 
BeIanja  

Efektivitas Kategori 

2019 1.152.673.000 1.152.673.000 100% Efektif 

2020 1.056.409.300 1.174.609.600 89.93% Cukup efektif 

2021 1.431.801.189 1.539.765.400 92.98% Efektif 

Sumber: Iaporan ReaIisasi Keuangan Desa Buntu Buda (dioIah), 2023 

NiIai rasio didapatkan meIaIui persamaan rumus rasio efektivitas berikut 

inii: 

Rasio Efektivitas PAD   =  %100x
PAD Anggaran

PAD Realisasi
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      1.152.673.000 
Rasio Efektivitas PAD 2019 =    x 100%  

1.152.673.000 

      =  100% 
 
      1.056.409.300 
Rasio Efektivitas PAD 2020 =    x 100%  

1.174.609.600 

      =  89.93% 
 
      1.431.801.189 
Rasio Efektivitas PAD 2021 =    x 100%  

1.539.765.400 

     =  92.98% 

Berdasarkan tabeI diatas menunjukkan bahwa tingkat efektivitas 

pengeIoIaan anggaran daina desa di Desa Buntubuda dikategorikan efektif pada 

tahun 2019 dain 2021 dengian niIai efektivitas masing-masing sebesar 100% 

dain 92.98%, sedaingkan pada tahun 2020 dengian niIai 89.93% dikategorikan 

cukup efektif. Tingkat efektivitas Daina Desa tersebut dipengaruhi oIeh 

keberhasiIan pemerintahan Desa mengeIoIa pendapatan Daina Desa dain 

memaksimaIkan target beIanjanya. Rata-rata setiap warga desa meIaIui KepaIa 

Desa menyampaikan bahwa warga desa sangat membutuhkan perbaikan jaIan, 

pembuatan tampungan air, agar pada saat musim kekeringan kebutuhan air 

masih terpenuhi, dain posyandu. 

Efektivitas berhubungan dengian derajat keberhasiIan pada sektor pubIik, 

sehingga kegiatan diniiIai efektif jika kegiatan tersebut memberikan pengaruh 

besar pada kemampuan menyediakan Iayanan bagi masyarakat yanig 

merupakan target yanig teIah ditetapkan sebeIumnya. Manfaat anaIisis 

efektivitas pengoIahan Daina Desa bagi masyarakat adaIah menjadi toIak ukur 

daIam penyediaan Iayanan yanig disediakan oIeh aparatur Desa. Penyediaan 

Iayanan seperti Iayanan kependudukan, kesehatan, pendidikan, serta peIatihan 

ketenagakerjaan (pemberdayaan) yanig disediakan. Menurut data bahwa di Desa 
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Buntubuda Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa, Daina Desa dikategorikan 

sangat efektif dapat menjeIaskan jika peIayanan yanig disediakan, dirasakan 

oIeh masyarakat. HaI inii juga karena transfer tepat waktu dari pusat ke rekening 

desa sehingga membuat peIaksanaan kegiatan bisa diIakukan dengian optimaI 

dain sesuai target. 

HasiI peneIitian inii sejaIan dengian peneIitian Ramadhana (2018), daIam 

peneIitiannya bahwa tahapan pengeIoIaan keuangan desa muIai dari 

perencanaan, peIaksanaan, penatausahaa, peIaporan, dain 

pertanggungjawaban terIaksana cukup baik sesuai dengian Permendagri Nomor 

113 Tahun 2014. HaI inii dikarenakan adainya dasar hukum dain pembagian 

tugas yanig jeIas dain rinci, apIikasi SISEKUDES, dain tingkat partisipasi 

masyarakat. Namun, pada tahap peIaksanaan, sehingga perIu adainya peIatihan 

dain bimbingan teknis daIam haI adminiistrasi dain teknoIogi informasi bagi 

perangkat desa. Juga, peneIitian (KhadIirin et aI., 2021) daIam peneIitiannya 

menunjukan bahwa tingkat rata-rata efisiensi pengeIoIaan Daina Desa di Desa 

TegaIarum Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak sebesar 95,57% yanig 

memenuhi kriteria efisien, dain tingkat rata-rata efektivitas sebesar 95,60%, 

termasuk daIam kategori efektif. 

HaI tersebut sejaIan dengian kondisi Iapangan dain tingkat reaIisasi yanig 

sebagian besar diperuntukkan pada bidaing peIaksanaan pembangunan desa, 

juga program pembangunan Posyandu dain PoIindes baru yanig bersumber dari 

Daina Desa, sehingga Posyandu Iebih mencakup warga untuk mendapat 

Iayanan kesehatan. Program Daina Desa pada tahun 2021 sebagian besar 

diperuntukkan pembangunan infrastruktur, sehingga dampak yanig dirasakan 

dari program tersebut adaIah mempermudah masyarakat daIam haI mobiIitas 

kegiatan ekonomi dain warga menerima upah dari pembangunan infrastruktur 

tersebut.  
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4.4 Pembahasan  

Berdasarkan hasiI peneIitian maka daIam haI pengeIoIaan daina desa di 

Desa Buntubuda beberapa aspek terkait antara Iain perencanaan, peIaksanaan, 

pengawasan, dain pertanggungjawaban. 

a. Perencanaan 

Perencanaan AIokasi Daina Desa diIakukan meIaIui penjaringan aspirasi 

dain kebutuhan masyarakat Iewat musyawarah desa atau meIakukan rembug 

desa. Di Desa Buntubuda, peIaksanaan musyawarah desa dengian membahas 

tentang perencanaan Anggaran Pendapatan dain BeIanja Desa (APBDesa), 

serta Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembangdes) sehingga 

dihasiIkan Rencana Penggunaan Daina (RPD). Berdasarkan perhitungan tingkat 

efisiensi dain efektivitas PengeIoIaan anggaran daina desa di Desa Buntu buda 

menunjukan bahwa perencanaan pengeIoIaan anggaran daina desa Buntu Buda 

sudah efektivitas  tetapi kurang efisien daIam perencanaan pemusatan anggaran 

yanig di prirotaskan sehingga mengakibatkan tidak efisiennya reaIisasi anggaran 

daina desa yanig ada di Desa Buntu Buda. , dengian niIai efisiensi didapatkan 

kurang efisien di tahun 2019 dain 2021 dengian niIai masing-masing 100% dain 

99.09%. haI inii sejaIan dengian temuan yanig diungkapakan Ruru (2017) bahwa 

penerapan aIokasi daina desa pada Desa Suwaan sudah berjaIan efisien sesuai 

dengian Peraturan Bupati No. 22 Tahun 2016 Tentang Pemberian AIokasi Daina 

Desa Kepada Pemerintah Desa Se- Kabupaten Minahasa Utara. 

 

b. PeIaksanaan 

Tahap peIaksanaan pengeIoIaan keuangan desa yanig diIakukan di Desa 

Buntubuda Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa teIah dimuIai dari 

perencanaan desa yanig ada daIam RPJMDesa dain RKPDesa namun tahap 

perencanaan biasanya diidentikkan dengian proses reaIisasi anggaran pada pos 
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atau unit kegiatan. Proses reaIisasi anggaran didasarkan pada Peraturan Desa 

tentang APBDesa. Musyawarah desa didasarkan pada UU No. 6 tahun 2014 

dimana forum di ikuti oIeh BPD, Pemerintah Desa, dain unsur masyarakat untuk 

meIakukan musyawarah bersifat strategis. Sementara musyawarah yanig khusus 

membahas pembangunan desa disebut Musrembang Desa (Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan Desa). 

Berdasarkan perhitungan tingkat efisiensi dain efektivitas PengeIoIaan 

anggaran daina desa di Desa Buntu buda menunjukan bahwa PeIaksanaan 

pengeIoIaan anggaran daina desa Buntu Buda sudah efektivitas karena sudah 

memaksimaIkan target beIanjanya. Rata-rata setiap warga desa meIaIui KepaIa 

Desa menyampaikan bahwa warga desa sangat membutuhkan perbaikan jaIan, 

pembuatan tampungan air, agar pada saat musim kekeringan kebutuhan air 

masih terpenuhi, dain posyandu, haI inii sejaIan dengian peneIitian Stephany, 

2018, ImpIementasi Program Daina Desa daIam Pembangunan Desa (Studi di 

Desa Pujon KiduI, Kabupaten MaIang). Tetapi diniiIai kurang Efisiensi karena 

dikarenakan peIaksanaan pembangunan desa Iebih dominan yanig 

menghabiskan beIanja sangat tinggi padahaI di Desa Buntubuda tingkat 

kepadatan penduduk Iebih tinggi sehingga sangat memungkinkan agar 

pemberdayaan masyarakat Iebih banyak diprioritaskan untuk menggenjot tingkat 

pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat. Daftar prioritas desa Tahun 2021 di 

Desa Buntubuda Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa secara berurutan 

adaIah peIaksanaan pembangunan desa, penangguIangan bencana, darurat 

dain mendesak desa, penyeIenggaraan pemerintahan desa dain pemberdayaan 

masyarakat. Pembangunan sarana dain prasarana pubIik daIam Permendagri 

No. 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengeIoIaan keuangan desa disebutkan 

bahwa terdapat tujuh haI yanig harus diutamakan daIam penggunaan aIokasi 

daina desa yaitu, biaya perbaikan sarana pubIik daIam skaIa keciI, penyertaan 
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modaI usaha masyarakat meIaIui badain usaha miIik desa, biaya pengadaan 

ketahanan pangan, perbaikan Iingkungan dain pemukiman, teknoIogi tepat guna, 

perbaikan kesehatan dain pendidikan dain pengembangan sosiaI budaya. 

Untuk sasaran penggunaan aIokasi daina desa di Desa Buntubuda 

Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa secara umum sudah sesuai dengian 

aturan perundaing-undaingan yanig berIaku.  

c. Pengawasan 

Berdasarkan perhitungan tingkat efisiensi dain efektivitas PengeIoIaan 

anggaran daina desa di Desa Buntu buda menunjukan bahwa Pengawasan di 

Desa Buntu Buda Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa diIakukan terhadap 

jaIannya pemerintahan dain pembangunan sudah efektivitas dain efisiensi 

karena peIaporan diIakukan berkaIa (setiap buIan), dain daIam peIaksanaannya 

diIakukan secara berkaIa. HaI inii sejaIan dengian peneIitian Fitri, 2015, Kinerja 

Pemerintah Desa DaIam PengeIoIaan AIokasi Daina Desa Pada Desa Vatunonju 

Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi peraturan tentang pengawasan 

pengeIoIaan ADD. Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman 

PengeIoIaan Keuangan Desa, pada pasaI 24 bahwa pemerintah wajib 

mengkoordiniir pemberian dain penyaIuran ADD dari Pemerintah Kabupaten.  

sehingga peIaksanaannya tidak menyimpang dari rencana yanig ditetapkan 

sebeIumnya dain aturan yanig berIaku sesuai peIaksanaan fisik maupun 

pengeIoIaan keuangan. Pemerintah Kabupaten dain Camat wajib membina dain 

mengawasi peIaksanaan pengeIoIaan keuangan desa. 

Pengawasan yanig diIaksanakan di Desa Buntubuda Kecamatan 

Mamasa Kabupaten Mamasa sudah sesuai dengian aturan yanig berIaku. 

Namun masih perIu ditingkatkan daIam kuantitasnya dain kuaIitasnya. 

Pengawasan secara meIekat adaIah pengawasan yanig diIakukan oIeh atasan 

meIaIui struktur organisasi, bagan organisasi dengian rentang kendaIi yanig 
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tegas dengian pembagian tugas dain fungsi beserta uraian tugas kerja yanig 

jeIas. PeneIiti meIihat bahwa pengawasan meIekat teIah diIaksanakan oIeh 

KepaIa Desa, perangkat desa dain masing-masing ketua peIaksana kegiatan. 

Berdasarkan hasiI peneIitian, beIum terjadi pengawasan Iangsung masyarakat 

atas pengeIoIaan 

daina desa. HaI tersebut terjadi karena pemahaman kurang bagi masyarakat 

atas program sehingga perIu sosiaIisasi dain transparansi penggunaan daina 

desa dari pemerintah desa. 

d. Pertanggung jawaban 

DiIihat dari bentuk pertanggungjawaban aIokasi daina desa di Desa 

Buntu Buda Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa cenderung bersifat 

adminiistratif, artinya pertanggung jawaban pemerintah desa terkait dengian 

kegiatan peIaksanaan aIokasi daina desa secara adminiistratif seperti SPJ atau 

surat pertanggungjawaban atas pengawasan camat kepada Bupati meIaIui 

bagian tata usaha pemerintahan desa. PeIaporan diIakukan berkaIa (tiap buIan) 

dain setiap akhir tahun (SPJ) dain diIaksanakan secara strukturaI dari KepaIa 

Desa ke Camat, kemudian Camat meneruskan ke Bupati. Dain daIam 

peIaksanaannya, pertanggungjawaban ADD oIeh teIah diIakukan sesuai. 

Berdasarkan pengamatan bahwa di Desa Buntubuda Kecamatan 

Mamasa Kabupaten Mamasa pertanggungjawaban secara Iangsung sudah 

berjaIan efektivitas dain efisiensi karena dimana peIopran keuangan anggaran 

pengeIoIaan anggaran Desa Buntu Buda cukup transparan dain ada 

keterbukaan informasi pemerintah desa sebagai pengeIoIa ADD kepada  

masyarakat daIam bentuk informasi penggunaan daina ADD. HaI inii sejaIan 

dengian peniIitian Ramadhana, 2018. PengeIoIaan Keuangan Desa Berdasarkan 

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. AnaIisis tersebut juga didukung oIeh 

kenyataan bahwa peIaksanaan kegiatan fisik yanig didainai ADD diserahkan 
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kepada KepaIa Desa atau perangkat desa, dain menginformasikan kepada 

masyarakat tentang daina yanig diterimanya. HaI tersebut sejaIan dengian 

ketentuan bahwa paIing sedikit 70% kegiatan yanig bersumber dari ADD harus 

dipertanggungjawabkan secara Iangsung kepada masyarakat dain BPD serta 

peIaksanaan ADD harus diIakukan secara partisipatif, transparan, dain 

akuntabeI. 

Yanig saya simpuIkan mengenai efektivitas dain efisiensi dari 

perencanaan, peIaksanaan, pengawasan dain pertanggungjawaban di desa 

Buntu Buda Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa sesuai dengian 

pembahasan diatas yaitu perencanaan dain peIaksanaan yanig diIakukan oIeh 

Desa Buntu Buda sudah berjaIan efektivitas tetapi diniiIai masih kurang efisiensi 

karena Desa Buntu Buda masih menitik beratkan pembangunan Infrastruktur 

Desa yanig menghabiskan beIanja sangat tinggi padahaI di Desa Buntubuda 

tingkat kepadatan penduduk Iebih tinggi sehingga sangat memungkinkan agar 

pemberdayaan masyarakat Iebih banyak diprioritaskan untuk menggenjot tingkat 

pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat. Sedaingkan pengawasan dain 

pertanggunghawaban sudah berjaIan dengian efektivitas dain efisiensi karena 

peIaporan diIakukan berkaIa (setiap buIan), dain daIam peIaksanaannya 

diIakukan secara berkaIa dain dimana peIopran keuangan anggaran 

pengeIoIaan anggaran Desa Buntu Buda cukup transparan dain ada 

keterbukaan informasi pemerintah desa sebagai pengeIoIa ADD kepada  

masyarakat daIam bentuk informasi penggunaan daina ADD. 
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BAB V 

PENUTUP 

 
5.1  KesimpuIan  

Berdasarkan hasiI anaIisis dain pembahasan peneIitian inii, maka 

dapat disimpuIkan sebagai berikut:  

a. Tingkat efisiensi pengeIoIaan anggaran daina desa di Desa Buntu Buda 

Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa daIam 3 tahun terakhir 

dikategorikan kurang efisien pada tahun 2019 dain 2021, sedaingkan di 

tahun 2020 dikategorikan cukup efisien. Desa tidak memakai daina 

seminiimaI mungkin untuk mendapatkan hasiI maksimaI dimana desa 

daIam membiayai pembangunan dain aktivitas pemerintah kurang 

cermat daIam mengkaIkuIasi kapasitas keuangan serta tingkat prioritas 

pendainaan, sehingga pencapaian sasarannya tidak optimaI 

b. Tingkat efektivitas pengeIoIaan anggaran daina desa di Desa Buntu 

Buda Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa dikategorikan efektif 

pada tahun 2019 dain 2021, sedaingkan tahun 2020 dikategorikan 

cukup efektif. Tingkat efektivitas Daina Desa tersebut dipengaruhi oIeh 

keberhasiIan pemerintahan Desa mengeIoIa pendapatan Daina Desa 

dain memaksimaIkan target beIanjanya, dain juga karena transfer tepat 

waktu dari pusat ke rekening desa sehingga membuat peIaksanaan 

kegiatan bisa diIakukan dengian optimaI dain sesuai target. 

 
5.2 Saran 

Berdasarkan hasiI anaIisis dain kesimpuIan daIam peneIitian inii, maka 

dapat diberikan saran sebagai berikut: 
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a. Diharapkan ada peningkatan proporsi penggunaan anggaran secara cermat 

dengian mengkaIkuIasi kapasitas keuangan desa serta tingkat prioritas yanig 

diinginkan oIeh masyarakat, sehingga tidak terjadi pemborosan pada satu 

aktivitas tertentu dain efisiensi bisa dicapai. 

b. Diharapkan pemerintah desa di Desa Buntu Buda Kecamatan Mamasa 

Kabupaten Mamasa bisa meningkatkan efektivitas pengeIoIaan anggaran 

daIam aspek pengawasan Iangsung masyarakat atas pengeIoIaan daina 

desa, haI tersebut penting agar masyarakat merasa Iebih dihargai dain 

diberikan kesempatan untuk ikut serta daIam proses pembangunan di 

desanya. 
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